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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulisan buku yang
berjudul “PAJAK LINGKUNGAN: Teori, Kebijakan, dan
Implementasi” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir
sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran global akan
pentingnya instrumen fiskal dalam menjaga kelestarian lingkungan
hidup.

Isu pemanasan global, polusi industri, dan degradasi sumber daya
alam telah menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa-bangsa
di dunia, termasuk Indonesia. Dalam upaya menyeimbangkan
pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan,
instrumen pajak lingkungan muncul sebagai salah satu solusi
strategis. Tidak hanya berfungsi sebagai alat penerimaan negara, pajak
lingkungan juga dirancang untuk mengoreksi perilaku negatif
terhadap lingkungan melalui prinsip polluter pays
principle (pencemar membayar).

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai konsep pajak lingkungan, mulai darilandasan
teori ekonomi hijau, kebijakan yang diterapkan di berbagai negara,
hingga tantangan implementasinya di tingkat daerah dan nasional.
Kami menyadari bahwa topik ini bersifat multidisiplin,
menggabungkan ilmu ekonomi, hukum, akuntansi, dan ilmu
lingkungan. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi
referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi perpajakan, pembuat
kebijakan, serta masyarakat umum yang peduli terhadap isu
lingkungan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta upaya
pelestarian lingkungan di Indonesia.

Penulis
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Urgensi Pajak Lingkungan Di Tengah Krisis Perubahan Iklim

Latar Belakang

Perubahan iklim telah berkembang dari isu lingkungan menjadi
persoalan ekonomi, sosial, dan fiskal global. Peningkatan suhu rata-
rata bumi, intensitas bencana hidrometeorologi, serta degradasi
kualitas udara dan air menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi modern
masih menghasilkan tekanan ekologis yang signifikan. Model
pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam dan energi fosil
telah menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus
melahirkan biaya eksternal yang tidak tercermin dalam harga pasar.

Dalam teori ekonomi publik, kondisi ini dikenal sebagai
eksternalitas negatif, yaitu ketika aktivitas produksi atau konsumsi
menimbulkan dampak yang merugikan pihak lain tanpa kompensasi.
Ketidaksesuaian antara biaya privat dan biaya sosial tersebut
menyebabkan kegagalan pasar (market failure) yang memerlukan
intervensi kebijakan.

Pajak lingkungan hadir sebagai instrumen Kkorektif untuk
menginternalisasi biaya eksternal tersebut ke dalam struktur harga.
Dengan mengenakan pajak atas aktivitas yang menghasilkan polusi
atau emisi karbon, pemerintah mendorong pelaku ekonomi untuk
menyesuaikan perilaku produksi dan konsumsi. Instrumen ini tidak
hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga
sebagai mekanisme perubahan perilaku (behavioral change
mechanism).

Komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon,
sebagaimana tertuang dalam berbagai kesepakatan internasional,
mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan kebijakan fiskal
dengan agenda keberlanjutan. Dalam konteks ini, pajak lingkungan
menjadi salah satu pilar kebijakan ekonomi hijau (green fiscal policy).

Perubahan Iklim dan Implikasinya terhadap Stabilitas
Fiskal

Perubahan iklim pada dasarnya bukan hanya persoalan kenaikan
suhu rata-rata bumi atau peningkatan intensitas cuaca ekstrem. la
telah menjelma menjadi tantangan struktural bagi keberlanjutan
fiskal negara. Ketika fenomena iklim memengaruhi aktivitas ekonomi
secara luas, maka dampaknya secara otomatis akan tercermin dalam
struktur penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah.
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Dalam konteks fiskal, terdapat dua saluran utama transmisi
dampak perubahan iklim. Pertama, melalui sisi pengeluaran
(expenditure channel). Kedua, melalui sisi penerimaan (revenue
channel). Kedua saluran ini bekerja secara simultan dan dalam banyak
kasus memperlemah ruang fiskal negara, terutama bagi negara
berkembang yang kapasitas anggarannya relatif terbatas.

1. Dampak terhadap Sisi Pengeluaran Negara

Dari sisi pengeluaran, perubahan iklim meningkatkan kebutuhan
belanja publik dalam berbagai bentuk. Bencana hidrometeorologi
seperti banjir, kekeringan, badai tropis, dan tanah longsor
menuntut pemerintah mengalokasikan anggaran untuk tanggap
darurat, rehabilitasi infrastruktur, serta rekonstruksi wilayah
terdampak. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, rumah
sakit, dan sistem irigasi tidak hanya memerlukan biaya perbaikan
yang besar, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dalam
jangka menengah.

Selain itu, perubahan iklim memicu tekanan terhadap belanja
sosial. Krisis pangan akibat gagal panen meningkatkan kebutuhan
subsidi bahan pokok dan bantuan sosial kepada kelompok rentan.
Dalam beberapa kasus, pemerintah juga harus menambah subsidi
energi ketika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga global
yang dipicu oleh ketidakstabilan iklim.

Tekanan fiskal menjadi semakin kompleks ketika perubahan
iklim mendorong migrasi penduduk dari wilayah rawan bencana
ke wilayah yang lebih aman. Pemerintah daerah penerima migrasi
menghadapi kebutuhan tambahan untuk penyediaan layanan
dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
publik.

Dengan demikian, perubahan iklim memperluas kewajiban
belanja negara yang sebelumnya tidak dirancang dalam struktur
anggaran jangka panjang.

2. Dampak terhadap Sisi Penerimaan Negara
Di sisi lain, perubahan iklim juga berpotensi menekan penerimaan
negara. Penurunan produktivitas pertanian akibat kekeringan atau
perubahan pola musim secara langsung memengaruhi pendapatan
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petani dan sektor agribisnis. Ketika output menurun, basis pajak
dari sektor tersebut turut menyusut.

Hal serupa terjadi pada sektor perikanan dan kelautan yang
terdampak perubahan suhu laut dan kerusakan ekosistem.

Gangguan produksi akan mengurangi kontribusi pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun penerimaan bukan
pajak.

Selain sektor primer, sektor industri dan manufaktur juga
dapat terdampak oleh gangguan pasokan energi dan bahan baku.
Ketika aktivitas produksi melambat, penerimaan pajak korporasi
cenderung menurun. Dengan kata lain, perubahan iklim berpotensi
memperlemah kapasitas penerimaan negara pada saat kebutuhan
belanja justru meningkat.

Kondisi inilah yang menciptakan risiko ketidakseimbangan
fiskal (fiscal imbalance) apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan
yang adaptif dan terintegrasi.

Tabel 1.1 Dampak Perubahan Iklim terhadap Stabilitas
Ekonomi dan Fiskal

Dimensi Dampak Pen]elas_a n Konsekuensi Fiskal
Ekonomi
Menurunkan Penurunan
Kenaikan suhu | produktivitas tenaga . .
: . | penerimaan  pajak
global kerja  dan  hasil .
. sektor riil
pertanian
Bencana Kerusakan Peningkatan belanja
hidrometeorologi infrastruktur publik rehabilitasi
. Subsidi dan
Krisis pangan Lonjakan harga perlindungan sosial
bahan pokok .
meningkat
. Ketergantungan pada | Tekanan subsidi
Gangguan energi S .
energi fosil energi

Sumber: Diolah berdasarkan literatur ekonomi lingkungan dan
kebijakan fiskal hijau.

3. Risiko Fiskal Jangka Panjang

Apabila perubahan
dampaknya tidak hanya bersifat tahunan tetapi juga struktural.
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Teori Eksternalitas: Dasar Ekonomi Pemajakan Atas Pencemaran

Teori Eksternalitas Dasar
Eksternalitas Pencemaran adalah biaya sosial yang timbul akibat
aktivitas ekonomi (produksi/konsumsi) yang merugikan pihak ketiga
tanpa kompensasi, menyebabkan kegagalan pasar. Pajak atas
pencemaran menginternalisasi biaya ini dengan memaksa pencemar
membayar sesuai dampak negatifnya, mendorong teknologi ramah
lingkungan, dan mencapai efisiensi ekonomi

Teori Eksternalitas Dasar Ekonomi Pemajakan:

1. Definisi Eksternalitas Negatif: Dampak sampingan negatif dari
aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar, seperti
polusi udara pabrik atau limbah industri, sehingga merugikan
kesehatan masyarakat atau lingkungan.

2. Kegagalan Pasar: Eksternalitas terjadi karena biaya kerusakan
(marginal external cost) tidak ditanggung oleh produsen, sehingga
harga barang terlalu rendah dan jumlah produksi terlalu banyak.

3. Pajak Pigovian (Pigouvian Tax): Pajak yang dirancang untuk
mengoreksi dampak eksternalitas negatif dengan mengenakan
biaya setara dengan kerugian sosial marginal yang ditimbulkan.
Tujuannya adalah menginternalisasi eksternalitas memasukkan
biaya eksternal ke dalam biaya produksi swasta.

4. Asas Pencemar Membayar (Polluter pays principle) : Prinsip dasar
bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran harus bertanggung
jawab menanggung biaya penanggulangan atau kerugian yang
ditimbulkan.

Dampak dan Tujuan Pemajakan Pencemaran:

1. Internalisasi Biaya: Produsen memperhitungkan biaya sosial
dalam keputusan produksi.

2. Efisiensi Ekonomi: Mengurangi tingkat polusi ke tingkat optimal
secara sosial.

3. Inovasi: Mendorong perusahaan mengadopsi teknologi yang lebih
bersih.
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Gambar 2.1: Dampak Pencemaran
Sumber: Diolah Penulis

Dasar ekonomi pemajakan atas pencemaran berakar pada
konsep Pajak Pigovian dan polluter pays principle (prinsip pencemar
membayar), di mana pemerintah mengenakan pajak untuk
menginternalisasi eksternalitas negatif. Pajak ini memaksa pelaku
industri menanggung biaya kerusakan lingkungan akibat
produksinya, mendorong inovasi teknologi bersih, serta mengurangi
emisi.

Berikut adalah poin-poin utama dasar ekonomi pemajakan atas
pencemaran :

1. Konsep Pajak Pigovian: Dikembangkan oleh Arthur C. Pigou, pajak
ini dirancang untuk mengoreksi dampak negatif (pencemaran)
yang tidak terhitung dalam harga pasar. Pajak dikenakan setara
dengan nilai kerugian eksternal yang ditimbulkan, bertujuan
mengoreksi distorsi pasar.

2. Polluter pays principle: Prinsip ini mengharuskan pencemar
menanggung biaya pengendalian dan pemulihan polusi. Biaya ini
harus tercermin dalam harga produk atau jasa agar produsen
bertanggung jawab atas limbah mereka.

3. Internalisasi Eksternalitas: Pencemaran menyebabkan dampak
negatif langsung kepada masyarakat (seperti kesehatan
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terganggu). Pajak memindahkan beban biaya dari masyarakat
kepada pelaku industri penghasil polusi, sehingga biaya lingkungan
menjadi bagian dari biaya produksi.

4. Insentif Ekonomi & Inovasi: Pengenaan pajak tinggi pada
pencemaran mendorong perusahaan untuk beralih ke metode
produksi yang lebih ramah lingkungan, berinvestasi dalam
teknologi hijau, dan menggunakan energi bersih.

5. Contoh Penerapan (Pajak Karbon): Di Indonesia, pajak karbon
(diatur dalam UU HPP) dikenakan berdasarkan emisi karbon yang
dihasilkan, misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

6. Keadilan dan Tujuan: Pendapatan pajak lingkungan dapat
digunakan untuk mitigasi perubahan iklim, pengembangan
transportasi publik, serta pemulihan lingkungan.
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Gambar 2.2: Eksternalitas Ekonomi
Sumber: Diolah Penulis

Melalui mekanisme ini, pajak tidak hanya sekadar sumber
pendapatan negara, tetapi instrumen kebijakan untuk menciptakan
efisiensi ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan.

Apa itu Pajak Pigovian?
Pajak Pigovian (Pigouvian Tax) adalah instrumen fiskal yang
diperkenalkan oleh ekonom Inggris, Arthur C. Pigou (1920), untuk
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Prinsip Polluter Pays Principle Dalam Sistem Perpajakan

Pendahuluan: Filosofi dan Evolusi PPP

Prinsip Pencemar Membayar atau Polluter pays principle (PPP) pada
hakikatnya merupakan manifestasi dari keadilan moral dan efisiensi
ekonomi dalam perlindungan lingkungan. Secara filosofis, prinsip ini
menegaskan bahwa beban finansial atas upaya pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan tidak boleh
dibebankan kepada masyarakat umum atau anggaran negara (subsidi
publik), melainkan harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang
aktivitasnya menimbulkan risiko atau dampak negatif terhadap
ekosistem.

Evolusi prinsip ini bermula dari rekomendasi Dewan OECD pada
tahun 1972 yang awalnya hanya berfokus pada alokasi biaya
pengendalian pencemaran (pollution prevention and control costs).
Namun, dalam perkembangannya, cakupan PPP meluas dari sekadar
tanggung jawab administratif menjadi pilar hukum lingkungan
internasional yang komprehensif, mencakup ganti rugi terhadap
korban pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan pasca-
produksi. Dalam sistem perpajakan modern, PPP berfungsi sebagai
instrumen untuk menggeser tanggung jawab sosial menjadi tanggung
jawab fiskal yang terukur melalui penetapan tarif pajak yang
proporsional dengan volume emisi atau limbah yang dihasilkan (OECD
& Sands & Peel, 2020, 2018)

Landasan Teori: Eksternalitas Negatif
Eksternalitas negatif dalam ekonomi lingkungan merupakan
manifestasi utama dari kegagalan pasar yang terjadi ketika aktivitas
produksi atau konsumsi oleh satu pihak menimbulkan dampak
merugikan bagi pihak ketiga tanpa adanya kompensasi finansial yang
dibayarkan oleh pelaku aktivitas tersebut. Dalam konteks industri
modern, fenomena ini sering kali muncul karena mekanisme pasar
konvensional gagal memberikan label harga (price tag) pada aset
lingkungan kolektif seperti udara bersih, biodiversitas, atau stabilitas
iklim sehingga perusahaan cenderung mengabaikan biaya degradasi
lingkungan dalam laporan keuangan dan perhitungan laba ruginya.
Ketimpangan antara biaya privat yang ditanggung perusahaan
dengan biaya sosial yang ditanggung masyarakat menciptakan
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distorsi ekonomi yang signifikan, di mana barang-barang yang proses
produksinya merusak lingkungan cenderung diproduksi secara
berlebihan karena harganya di pasar tampak jauh lebih "murah"
daripada biaya sosial yang sebenarnya. Tanpa adanya intervensi
otoritas fiskal, pasar akan terus mengalokasikan sumber daya secara
tidak efisien karena harga pasar tidak lagi mencerminkan tingkat
kelangkaan relatif atau kerusakan ekologis yang terjadi, sehingga
perpajakan lingkungan hadir sebagai instrumen korektif untuk
menutup celah (gap) antara biaya produksi privat dan biaya sosial
total yang harus ditanggung oleh masyarakat luas (Pigou, 1932)

Eksternalitas negatif ini mencerminkan adanya ketidakadilan
dalam distribusi beban ekonomi, di mana keuntungan finansial
terakumulasi pada entitas bisnis sementara beban ekologisnya
didistribusikan kepada publik dalam bentuk penurunan kualitas
kesehatan dan kerusakan infrastruktur. Masalah mendasar ini
berakar pada ketiadaan kepastian hak kepemilikan (property rights)
atas sumber daya alam bersama, yang memicu perilaku eksploitatif
tanpa memedulikan batas daya dukung lingkungan.

Melalui perspektif ekonomi publik, pajak lingkungan yang
didasarkan pada prinsip pencemar membayar berfungsi untuk
menginternalisasi biaya-biaya tersembunyi tersebut ke dalam
keputusan manajerial korporasi. Dengan memaksa produsen untuk
mengasumsikan tanggung jawab finansial atas setiap unit polusi yang
dihasilkan, sistem perpajakan menciptakan sinyal harga yang lebih
akurat dan mendorong terciptanya efisiensi alokasi sumber daya yang
lebih adil bagi generasi saat ini maupun masa depan (Pigou, 1932)

Internalisasi Biaya Melalui Instrumen Fiskal

Proses internalisasi biaya merupakan inti dari aplikasi Polluter pays
principle (PPP) dalam kebijakan fiskal, di mana biaya eksternal yang
sebelumnya diabaikan oleh pasar kini dipaksa masuk ke dalam
komponen biaya internal perusahaan melalui mekanisme perpajakan
yang sistematis. Dalam praktiknya, pajak lingkungan berfungsi
sebagai "sinyal harga" yang sangat kuat, mengomunikasikan nilai
ekonomi dari sumber daya alam yang digunakan atau dirusak kepada
para pelaku usaha dan investor yang sebelumnya menganggap aset
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ekologis sebagai barang publik yang tidak terbatas. Ketika sebuah
entitas bisnis diwajibkan membayar pajak atas setiap unit emisi atau
limbah yang dihasilkan, mereka secara otomatis akan melakukan
evaluasi mendalam terhadap efisiensi proses produksinya demi
menjaga margin keuntungan agar tetap kompetitif di pasar. Melalui
pengenaan pajak yang presisi, biaya sosial yang sebelumnya
ditanggung oleh publik kini dikonversi menjadi beban operasional
yang nyata bagi pencemar, sehingga mendorong terciptanya akurasi
harga produk yang mencerminkan dampak ekologis sebenarnya
(West 2.,2002).

Mekanisme internalisasi ini menciptakan tekanan ekonomi yang
konstruktif bagi dunia usaha, mendorong korporasi untuk secara
progresif meninggalkan teknologi usang yang polutif dan beralih
menuju inovasi teknologi hijau atau penggunaan energi terbarukan
guna meminimalkan beban pajak mereka secara legal melalui efisiensi
emisi. Pajak lingkungan tidak lagi dipandang sebagai sekadar biaya
tambahan, melainkan sebagai faktor penentu dalam strategi
manajemen risiko dan alokasi modal jangka panjang.

Pada akhirnya, instrumen fiskal ini berhasil mengubah paradigma
manajemen perusahaan dari sekadar pemenuhan kepatuhan formal
terhadap regulasi administrasi menjadi strategi manajemen biaya
yang cerdas, proaktif, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan yang
menguntungkan secara ekonomi sekaligus menjaga kelestarian
lingkungan. Dengan demikian, internalisasi biaya melalui instrumen
perpajakan bukan hanya mengoreksi kegagalan pasar, tetapi juga
menstimulasi transformasi industri menuju model bisnis yang lebih
ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

Internalisasi biaya ini sangat bergantung pada skema tarif pajak
yang ditetapkan agar mampu mencerminkan nilai kerugian
lingkungan tanpa mematikan daya saing industri domestik secara
drastis. Integrasi biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan
korporasi memaksa para akuntan dan manajer keuangan untuk
mempertimbangkan aspek ekologis sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari kesehatan finansial perusahaan. Hal ini menciptakan
transparansi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan,
terutama investor hijau yang mencari portofolio bisnis dengan risiko
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Pendahuluan

Dalam menghadapi krisis iklim global, instrumen ekonomi dipandang
sebagai salah satu pendekatan paling efektif untuk mengurangi emisi
karena mampu menginternalisasi biaya eksternal polusi ke dalam
keputusan finansial pelaku usaha dan konsumen. Dengan menerapkan
tarif pada karbon, baik melalui pajak maupun perdagangan emisi,
kebijakan ini menciptakan insentif pasar yang selaras dengan tujuan
lingkungan sekaligus berdampak pada penerimaan fiskal dan strategi
investasi perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, instrumen
harga karbon telah diadopsi secara luas di berbagai negara dan
yurisdiksi, dengan tren peningkatan yang signifikan sebagaimana
dilaporkan dalam State and Trends of Carbon pricing terbaru oleh
World Bank (2024).

OECD (2021) menegaskan bahwa pajak lingkungan dan sistem
perdagangan emisi merupakan instrumen utama dalam mencapai
target pengurangan emisi di negara maju, karena keduanya mampu
mendorong efisiensi biaya sekaligus memperkuat stabilitas fiskal.
Sementara itu, Stavins (2020) menekankan bahwa instrumen harga
karbon tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan lingkungan, tetapi
juga sebagai mekanisme ekonomi yang memengaruhi investasi dan
strategi korporasi. Oleh karena itu, memahami peran instrumen
ekonomi dalam mitigasi perubahan iklim menjadi krusial, terutama
ketika dunia bergerak menuju transisi energi yang berkelanjutan dan
menuntut integrasi antara kebijakan lingkungan dan manajemen
keuangan publik maupun swasta.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif
mengenai dua instrumen ekonomi utama yang digunakan dalam
kebijakan pengendalian emisi, yaitu pajak lingkungan dan sistem
perdagangan karbon (cap-and-trade). Dengan membandingkan
keduanya secara sistematis, pembaca diharapkan dapat melihat
bagaimana masing-masing instrumen bekerja, apa kelebihan dan
keterbatasannya, serta dalam konteks apa instrumen tersebut lebih
sesuai untuk diterapkan. Analisis ini tidak hanya menyoroti aspek
teoritis, tetapi juga mengaitkan dengan praktik nyata di berbagai
negara, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih kaya.
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Selain itu, bab ini menekankan implikasi kebijakan dari sudut pandang
ekonomi dan manajemen keuangan, termasuk bagaimana instrumen
tersebut memengaruhi biaya kepatuhan, penerimaan fiskal, stabilitas
harga, dan strategi investasi perusahaan. Dengan demikian, tujuan
utama bab ini adalah membekali pembaca dengan kerangka analisis
yang kritis dan berbasis bukti, sehingga dapat menilai secara objektif
efektivitas pajak lingkungan dibandingkan perdagangan karbon
dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam
bab ini, istilah pajak lingkungan digunakan secara khusus merujuk
pada pajak karbon (carbon tax) sebagai instrumen harga karbon

Pajak Lingkungan

Pajak lingkungan merupakan mekanisme ekonomi yang
membebankan biaya terhadap kegiatan yang menghasilkan emisi atau
polusi, dengan tujuan menginternalisasi eksternalitas negatif ke
dalam struktur biaya perusahaan. Berbeda dengan regulasi
tradisional, pajak ini memberikan kepastian harga atas setiap unit
emisi, sehingga pelaku usaha dapat memperhitungkan biaya
lingkungan dalam keputusan finansial mereka. Dengan demikian,
pajak lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan lingkungan,
tetapi juga sebagai mekanisme fiskal yang berkontribusi terhadap
penerimaan negara (OECD, 2021).

Keutamaan pajak lingkungan adalah kepastian harga yang
ditetapkan pemerintah. Ketentuan tarif pajak yang jelas
memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan keuangan
jangka panjang, termasuk dalam penganggaran modal (capital
budgeting) dan strategi investasi teknologi rendah karbon. Di sisi lain,
pajak lingkungan memberikan sumber penerimaan fiskal yang stabil
bagi negara, yang dapat digunakan untuk mendanai program transisi
energi atau kompensasi sosial. World Bank (2024) mencatat bahwa
penerimaan dari pajak lingkungan di beberapa negara telah
didistribusikan untuk mendukung inovasi energi bersih dan
meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah.

Ditinjau dari sudut pandang manajemen keuangan, pajak
lingkungan mendorong perusahaan untuk mengkaji ulang struktur
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biaya mereka. Tarif pajak yang tinggi atas emisi dapat meningkatkan
biaya operasional, yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi
pada teknologi efisiensi energi maupun energi terbarukan. Hasil
penelitian di Swedia menunjukkan bahwa penerapan pajak
lingkungan sejak 1991 berhasil menurunkan konsumsi bahan bakar
fosil sekaligus mendorong investasi besar dalam energi biomassa
(Andersson, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak lingkungan
dapat menjadi katalis bagi keputusan investasi strategis yang
berorientasi pada keberlanjutan.

Pengalaman Kanada memberikan gambaran menarik mengenai
penerapan pajak lingkungan. Pajak lingkungan yang diterapkan sejak
2019 tidak hanya menekan emisi, namun juga menghasilkan
penerimaan negara yang cukup besar. Pemerintah Kanada
mengembalikan sebagian penerimaan tersebut kepada rumah tangga
dalam bentuk “climate action incentive payments,” sehingga kebijakan
ini lebih diterima publik (Government of Canada, 2022). Ditinjau dari
aspek fiskal, mekanisme ini menunjukan bahwa pajak lingkungan
dapat dirancang untuk menjaga stabilitas harga sekaligus
memperkuat legitimasi politik.

Meskipun memiliki keunggulan berupa kepastian harga dan
kesederhanaan administrasi, pajak lingkungan juga menghadapi
tantangan. Salah satu kelemahan utama adalah kesulitan menentukan
tarif optimal yang mampu menekan emisi tanpa menimbulkan beban
ekonomi berlebihan. Selain itu, hambatan politik sering muncul
karena pajak dianggap menambah beban masyarakat dan industri.
Keberhasilan pajak lingkungan sangat bergantung pada desain
kebijakan yang transparan dan mekanisme kompensasi yang adil
(World Bank, 2024). Oleh karena itu, efektivitas pajak lingkungan
tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis fiskal, tetapi juga oleh
penerimaan sosial dan politik.

Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon atau cap-and-trade adalah instrumen ekonomi
yang mengatur batas total emisi (cap) dan kemudian
mendistribusikan izin emisi kepada pelaku usaha. Izin tersebut dapat
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Konsep Double Dividend

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks, seperti
pencemaran udara, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem,
mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mengembangkan
kebijakan ekonomi yang mampu menekan dampak negatif aktivitas
ekonomi terhadap lingkungan. Salah satu pendekatan kebijakan yang
banyak dibahas dalam ekonomi lingkungan adalah konsep double
dividend.

Konsep ini menekankan bahwa kebijakan lingkungan, khususnya
melalui instrumen pajak lingkungan (environmental tax), tidak hanya
dapat memperbaiki kualitas lingkungan tetapi juga memberikan
manfaat ekonomi tambahan. Konsep double dividend muncul dari
gagasan bahwa penerapan pajak lingkungan, seperti pajak karbon
atau pajak emisi, dapat menghasilkan dua keuntungan sekaligus.

Keuntungan pertama adalah dividen lingkungan, yaitu
berkurangnya pencemaran dan meningkatnya kualitas lingkungan
akibat adanya insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk mengurangi
emisi. Keuntungan kedua adalah dividen ekonomi, yaitu peningkatan
efisiensi ekonomi, misalnya melalui penggunaan penerimaan pajak
lingkungan untuk menurunkan pajak lain yang bersifat distorsif
seperti pajak tenaga kerja atau pajak penghasilan.

Menurut Goulder (1995), konsep double dividend menyatakan
bahwa reformasi pajak lingkungan dapat memberikan dua manfaat
sekaligus, yaitu perbaikan kualitas lingkungan serta peningkatan
efisiensi sistem perpajakan apabila pendapatan dari pajak lingkungan
digunakan untuk mengurangi pajak lain yang menimbulkan distorsi
ekonomi. Dengan demikian, kebijakan lingkungan tidak hanya
dipandang sebagai beban bagi perekonomian, tetapi juga sebagai
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pearce (1991) menjelaskan bahwa pajak
lingkungan dapat memberikan keuntungan ganda apabila penerimaan
pajak tersebut dialokasikan untuk menurunkan pajak lain yang lebih
merugikan perekonomian. Melalui mekanisme ini, kebijakan
lingkungan dapat berperan dalam mendorong efisiensi ekonomi
sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.
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Sementara itu, Bovenberg dan de Mooij (1994) mengemukakan
bahwa meskipun konsep double dividend sangat menarik secara
teoritis, implementasinya memerlukan desain kebijakan yang tepat.
Hal ini karena adanya interaksi antara pajak lingkungan dengan
sistem pajak yang sudah ada dapat menimbulkan dampak ekonomi
yang kompleks, terutama terhadap pasar tenaga kerja dan struktur
produksi.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, konsep double
dividend menjadi salah satu topik penting dalam kajian ekonomi
lingkungan dan kebijakan publik. Konsep ini memberikan perspektif
bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk melindungi
lingkungan, tetapi juga dapat menjadi instrumen reformasi ekonomi
yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep double
dividend sangat penting dalam merancang kebijakan lingkungan yang
efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pengertian Konsep Double Dividend

Konsep double dividend merupakan salah satu gagasan penting dalam
kajian ekonomi lingkungan yang berkaitan dengan penerapan
instrumen kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah pencemaran.
Konsep ini menyatakan bahwa kebijakan lingkungan, khususnya
melalui penerapan pajak lingkungan, dapat memberikan dua manfaat
sekaligus, yaitu memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan
efisiensi ekonomi. Secara umum, double dividend merujuk pada
gagasan bahwa kebijakan pajak lingkungan tidak hanya berfungsi
untuk mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap
lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi
tambahan apabila penerimaan dari pajak tersebut digunakan untuk
mengurangi pajak lain yang bersifat distorsif. Dengan demikian,
kebijakan lingkungan dapat menjadi bagian dari reformasi sistem
perpajakan yang lebih efisien.

Menurut Pearce (1991), konsep double dividend menunjukkan
bahwa pajak lingkungan dapat menghasilkan dua keuntungan
sekaligus, yaitu pengurangan pencemaran lingkungan (dividen
pertama) dan peningkatan efisiensi ekonomi melalui penggunaan
penerimaan pajak untuk menurunkan pajaklain yang lebih merugikan
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perekonomian (dividen kedua). Pendekatan ini menekankan bahwa
kebijakan lingkungan tidak selalu menimbulkan biaya ekonomi yang
tinggi, tetapi justru dapat memberikan manfaat ekonomi tambahan.

Selanjutnya, Goulder (1995) menjelaskan bahwa konsep double
dividend berkaitan dengan kemungkinan bahwa kebijakan pajak
lingkungan tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga
meningkatkan efisiensi ekonomi apabila pendapatan dari pajak
lingkungan digunakan untuk menurunkan pajak lain seperti pajak
tenaga kerja atau pajak penghasilan. Dengan kata lain, kebijakan
tersebut dapat memberikan keuntungan ganda bagi lingkungan dan
perekonomian.

Sementara itu, Fullerton dan Metcalf (1997) menyatakan bahwa
hipotesis double dividend mengacu pada gagasan bahwa pengenaan
pajak terhadap aktivitas yang merusak lingkungan dapat
memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus mengurangi distorsi
dalam sistem perpajakan yang sudah ada. Namun, mereka juga
menekankan bahwa pencapaian keuntungan ganda tersebut sangat
bergantung pada desain kebijakan dan kondisi ekonomi suatu negara.

Selain itu, Tietenberg dan Lewis (2018) menjelaskan bahwa
konsep double dividend menjadi dasar bagi banyak kebijakan
lingkungan modern, terutama dalam penerapan pajak karbon dan
pajak emisi. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menggunakan
instrumen ekonomi untuk mendorong perubahan perilaku produksi
dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan
efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat
disimpulkan bahwa konsep double dividend adalah suatu pendekatan
dalam kebijakan lingkungan yang menekankan bahwa penerapan
pajak lingkungan dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu
meningkatkan kualitas lingkungan dan memperbaiki efisiensi
ekonomi melalui reformasi sistem perpajakan.

Dasar Teori Double Dividend

Konsep double dividend merupakan salah satu teori penting dalam
ekonomi lingkungan yang menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan
berbasis instrumen ekonomi, khususnya pajak lingkungan, dapat
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Jenis-Jenis Pajak Lingkungan

Pendahuluan

Pajak lingkungan merupakan salah satu instrumen fiskal yang
digunakan pemerintah untuk mengendalikan dampak negatif
aktivitas ekonomi terhadap lingkungan hidup. Berbeda dengan pajak
konvensional yang berorientasi utama pada penerimaan negara, pajak
lingkungan juga diarahkan untuk memengaruhi perilaku wajib pajak
agar lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai
jenis-jenis pajak lingkungan menjadi penting, khususnya dalam
konteks perumusan kebijakan publik dan pengembangan sistem
perpajakan yang berkelanjutan.

Pengertian Pajak lingkungan tersebut sejalan dengan pengertian
pajak lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Heine (dalam
Novikasari 2025:498) yang mendefinisikan pajak lingkungan hidup
adalah instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan untuk
menginternalisasi eksternalitas negatif melalui pemanfaatan
mekanisme perpajakan, dengan tujuan mengoreksi kegagalan pasar
akibat aktivitas ekonomi yang menimbulkan dampak merugikan
terhadap lingkungan.

Dalam praktik internasional maupun nasional, pajak lingkungan
tidak diklasifikasikan dalam satu bentuk tunggal. Pajak ini
dikelompokkan berdasarkan sumber pencemaran, objek pajak, serta
dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pajak Energi
Pajak energi adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan sumber
energi yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,
terutama energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Energi fosil
seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam merupakan
penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan
perubahan iklim. Pajak energi dikenakan atas produksi, distribusi,
atau konsumsi energi.
Pajak energi biasanya diterapkan dengan beberapa tujuan

berikut:
1. Mengurangi konsumsi energi berlebih

Energi yang lebih mahal dapat membuat masyarakat dan industri

terdorong lebih hemat.
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2. Mengendalikan pencemaran lingkungan
Semakin tinggi emisi dan dampak lingkungan, semakin besar
pajaknya.

3. Mendorong energi terbarukan
Energi bersih menjadi relatif lebih murah dibanding energi fosil.

4. Menambah penerimaan negara
Dana pajak dapat digunakan untuk subsidi energi bersih atau
pemulihan lingkungan.

Contoh pajak energi meliputi pajak bahan bakar minyak (BBM),
pajak batu bara, pajak gas alam, dan pajak listrik yang bersumber dari
pembangkit berbasis fosil. Di Indonesia, pajak bahan bakar kendaraan
bermotor yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat dikategorikan
sebagai pajak energi karena objek pajaknya adalah konsumsi BBM.

Sebagai contoh penerapan, pajak BBM dikenakan dalam bentuk
persentase tertentu dari harga jual bahan bakar. Semakin tinggi
konsumsi bahan bakar, semakin besar pajak yang dibayarkan. Skema
ini mendorong masyarakat untuk menghemat energi dan
mempertimbangkan penggunaan energi alternatif.

Di Indonesia, tarif pajak energi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperbarui
dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Tarif umum maksimal 10% dari nilai jual BBM, Khusus BBM umum
(subsidi/non-subsidi tertentu) biasanya 5%. Tarif PBBKB
ditetapkan oleh pemerintah daerah (provinsi), jadi bisa berbeda
antar daerabh, tetapi tidak boleh melebihi batas nasional.

2. Pajak Listrik
Tarif maksimum: 10%, Rumah tangga kecil dibebaskan atau tarif
sangat rendah dan Industri & bisnis mendekati tarif maksimum.
Listrik dari energi terbarukan tertentu bisa dibebaskan atau
diringankan.

3. Pajak Karbon
Tarif awal Rp. 30 per kilogram CO, ekuivalen. Dikenakan pada
Pembangkit listrik berbasis batu bara dan Sektor dengan emisi
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karbon tinggi. Tarif ini sengaja rendah di tahap awal, karena masih
masa transisi dan menghindari lonjakan harga energi.

4. Cukai Energi (konsep/wacana)
Belum diterapkan penuh, Jika diterapkan maka tarif bisa berbentuk
nilai tetap per unit energi atau persentase dari harga energi.

Pajak Transportasi
Pajak transportasi mnerupakan pajak yang dikenakan atas
kepemilikan dan penggunaan sarana transportasi, khususnya
kendaraan bermotor. Sektor transportasi merupakan salah satu
penyumbang emisi karbon terbesar, terutama di kawasan perkotaan
dengan tingkat kemacetan tinggi. Dalam praktik di Indonesia, pajak
transportasi tidak berdiri sebagai satu jenis pajak tunggal, melainkan
tersebar dalam beberapa jenis pajak pusat dan pajak daerah yang
berkaitan langsung dengan aktivitas transportasi.
Pajak transportasi umumnya memiliki beberapa tujuan utama,
yaitu:
1. Mengendalikan jumlah dan penggunaan kendaraan terutama di
wilayah perkotaan yang padat.
2. Mendukung pembiayaan infrastruktur transportasi, Seperti jalan,
jembatan, terminal, dan fasilitas lalu lintas.
3. Mendorong transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan
Melalui tarif progresif atau diferensiasi jenis kendaraan.
4. Meningkatkan penerimaan negara dan daerah sebagai bagian dari
kebijakan fiskal.

Jenis-Jenis Pajak Transportasi diantaranya yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Objeknya mobil, sepeda motor, kendaraan niaga yang dibayar rutin
(tahunan) umumnya bersifat progresif untuk kepemilikan
kendaraan lebih dari satu.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pajak atas peralihan hak milik kendaraan bermotor. Dikenakan
saat pembelian kendaraan baru, atau jual beli kendaraan bekas

bersifat sekali bayar pada saat balik nama.
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Desain Kebijakan Pajak Karbon: Objek, Subjek, dan Tarif

Kerentanan Perubahan Ilkim di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000
pulau yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak
perubahan iklim. Karakteristik geografis tersebut menjadikan
Indonesia sangat sensitif terhadap kenaikan permukaan laut,
perubahan pola cuaca, serta peningkatan frekuensi dan intensitas
bencana hidrometeorologi. Dalam kurun waktu 2010-2018, emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) nasional menunjukkan tren peningkatan rata-rata
sekitar 4,3% per tahun. Sejalan dengan itu, data historis periode
1981-2018 juga menunjukkan adanya tren kenaikan suhu rata-rata
tahunan sekitar 0,03°C per tahun. Kondisi ini diperparah dengan
kenaikan permukaan laut yang mencapai sekitar 0,8-1,2 cm per tahun,
sementara sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di wilayah
pesisir, sehingga risiko sosial dan ekonomi yang ditimbulkan menjadi
semakin signifikan.

Perubahan iklim menimbulkan berbagai dampak, seperti
kelangkaan air bersih akibat banjir dan kekeringan, kerusakan
ekosistem darat melalui kebakaran hutan, serta kerusakan ekosistem
laut seperti terumbu karang dan mangrove. Dampak tersebut juga
memengaruhi kesehatan masyarakat dan mata pencaharian,
khususnya di wilayah pesisir.

Selain itu, perubahan iklim berpotensi menyebabkan kelangkaan
pangan akibat terganggunya sektor pertanian dan perikanan. Saat ini,
sekitar 80% bencana di Indonesia merupakan bencana
hidrometeorologi. Secara ekonomi, dampaknya diperkirakan dapat
menimbulkan kerugian hingga 0,66%-3,45% dari PDB pada tahun
2030. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan
hanya persoalan lingkungan, tetapi juga merupakan ancaman serius
terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan pembangunan berkelanjutan
di Indonesia.

Kebutuhan Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim sebagai
Landasan Desain Pajak Karbon

Besarnya dampak perubahan iklim mendorong Indonesia untuk
melakukan upaya mitigasi melalui komitmen Nationally Determined
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Contribution (NDC). Namun, implementasi komitmen tersebut
membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan berjangka panjang.
Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(2018), kebutuhan biaya mitigasi hingga tahun 2030 diperkirakan
mencapai sekitar Rp3.461 triliun.

Sebagian besar kebutuhan pendanaan tersebut berasal dari
sektor energi dan transportasi, diikuti oleh sektor kehutanan, serta
sektor lain seperti industri, limbah, dan pertanian. Besarnya
kebutuhan ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak dapat hanya
bergantung pada APBN, sehingga diperlukan sumber pendanaan
alternatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan fiscal seperti
pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali emisi
melalui mekanisme harga, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu
sumber pendanaan untuk mendukung pembiayaan mitigasi
perubahan iklim dan pencapaian target NDC Indonesia secara
berkelanjutan.

Pajak Karbon di Indonesia
Pajak karbon merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal ang
dirancang untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui
mekanisme polluter pays principle, yaitu prinsip pencemar membayar.
Secara konseptual, pajak karbon dikenakan atas kegiatan ekonomi
yang menghasilkan emisi karbon dioksida (CO,) dan gas rumah kaca
lainnya, dengan tujuan utama mendorong perubahan perilaku pelaku
ekonomi menuju aktivitas yang lebih ramah lingkungan serta
menurunkan dampak negatif perubahan iklim. Pengenaan pajak
karbon ini sejalan dengan kebutuhan untuk menginternalisasi biaya
eksternal akibat emisi karbon yang tidak tercermin dalam harga pasar
sumber daya fosil.

Di Indonesia, pajak karbon diatur melalui Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
sebagai bagian dari reformasi kebijakan perpajakan dan instrumen
mitigasi perubahan iklim. Pengenaan pajak ini direncanakan sebagai
langkah awal untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus
mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai target mitigasi
yang telah ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution
(NDCQ).
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Implementasi pajak karbon di Indonesia dilakukan secara
bertahap. Tahap awal akan memfokuskan pada sektor pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, kemudian akan
diperluas ke sektor-sektor lain sesuai dengan kesiapan administratif
dan dampaknya terhadap dunia usaha dan masyarakat. Pengenaan
pajak karbon juga direncanakan untuk diselaraskan dengan
mekanisme perdagangan karbon (carbon trading) sebagai bagian dari
strategi nasional pengendalian emisi.

Selain sebagai alat pengendalian lingkungan, pajak karbon
memiliki fungsi tambahan sebagai sumber penerimaan negara yang
potensial serta instrumen untuk mendorong investasi hijau dan
inovasi teknologi rendah karbon. Pendapatan dari pajak karbon
diharapkan dapat dialokasikan ke kegiatan mitigasi dan adaptasi
perubahan  iklim, termasuk dukungan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah melalui program bantuan sosial serta
pengembangan energi baru dan terbarukan. Berikut beberapa tujuan
dan manfaat dari pengenaan pajak karbon:

1. Mengurangi emisi gas rumah kaca secara bertahap. Tujuan utama
penerapan pajak karbon yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca
(GRK) secara berkelanjutan melalui mekanisme harga (price
mechanism). Dengan cara membebankan biaya atas setiap ton
karbon yang dihasilkan, pajak karbon meningkatkan biaya
aktivitas yang intensif emisi sehingga mendorong pelaku ekonomi
untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke
teknologi yang lebih bersih (OECD, 2021).

2. Mendorong penggunaan energi yang lebih ramah dan efisien.
Dengan adanya harga atas emisi karbon, pelaku usaha akan
mempertimbangkan biaya lingkungan dalam setiap keputusan
produksinya, sehingga mendorong efisiensi energi dan inovasi
teknologi rendah karbon (Kementerian Keuangan RI, 2022).

3. Menyediakan sumber pendanaan untuk program lingkungan dan
penanganan perubahan iklim. Selain berfungsi sebagai instrumen
pengendalian emisi, pajak karbon juga berperan sebagai sumber
penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung
pembiayaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Kementerian
Keuangan RI, 2023).
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Pendahuluan

Transformasi sistem energi global merupakan isu strategis dalam
perekonomian modern. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan
bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam telah menjadi
pendorong utama pertumbuhan ekonomi industri sejak revolusi
industri. Namun demikian, konsumsi energi fosil juga menjadi
kontributor dominan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK), terutama
karbon dioksida (CO;), yang mempercepat perubahan iklim global.
Sektor energi menyumbang lebih dari dua pertiga total emisi karbon
dunia, sehingga menjadikannya sektor kunci dalam kebijakan mitigasi
perubahan iklim.

Dalam perspektif ekonomi lingkungan, penggunaan bahan bakar
fosil menghasilkan eksternalitas negatif berupa polusi udara,
degradasi lingkungan, serta dampak kesehatan masyarakat yang tidak
tercermin dalam harga pasar energi. Ketika harga energi fosil tidak
mencerminkan biaya sosial sebenarnya, terjadi kegagalan pasar
(market failure). Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui
instrumen fiskal menjadi diperlukan untuk mengoreksi distorsi
tersebut. Pajak energi, khususnya pajak atas bahan bakar fosil,
dirancang untuk menginternalisasi biaya eksternalitas tersebut ke
dalam struktur harga energi.

Secara konseptual, pajak energi adalah pungutan yang dikenakan
atas produksi, distribusi, atau konsumsi energi dengan tujuan
ekonomi, lingkungan, dan fiskal. Pajak atas bahan bakar fosil dapat
berbentuk pajak karbon berdasarkan kandungan emisi, pajak
konsumsi bahan bakar, maupun pungutan berbasis volume atau nilai
transaksi energi. Instrumen ini tidak hanya bertujuan meningkatkan
penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme
perubahan perilaku (behavioral change mechanism) yang mendorong
efisiensi energi dan substitusi menuju sumber energi terbarukan.

Landasan teoritis pajak energi berakar pada konsep pajak
Pigouvian yang diperkenalkan oleh Arthur Cecil Pigou, yang
menyatakan bahwa pajak dapat digunakan untuk mengoreksi
eksternalitas negatif. Dalam konteks emisi karbon, pajak dikenakan
sebesar nilai kerusakan sosial akibat emisi tersebut. Dengan demikian,
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harga energi akan mencerminkan biaya sosial penuh (full social cost),
sehingga mendorong produsen dan konsumen untuk mengurangi
konsumsi energi fosil atau beralih ke teknologi rendah karbon.

Di tingkat global, berbagai negara telah mengimplementasikan
kebijakan pajak energi sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi.
European Union misalnya, menerapkan kombinasi pajak energi dan
sistem perdagangan emisi untuk mencapai target net zero emission
pada 2050. Negara-negara Nordik seperti Swedia juga menunjukkan
bahwa penerapan pajak karbon yang tinggi dapat berjalan beriringan
dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sementara itu, negara
berkembang menghadapi tantangan tersendiri dalam
menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan komitmen
pengurangan emisi.

Dalam konteks Indonesia, struktur energi nasional masih
didominasi oleh batu bara dan bahan bakar minyak. Oleh karena itu,
desain kebijakan pajak energi harus mempertimbangkan aspek daya
saing industri, stabilitas harga, serta keadilan distribusi. Implementasi
pajak karbon melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (HPP) menandai langkah awal menuju integrasi kebijakan
fiskal dan kebijakan energi dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pajak energi dan bahan
bakar fosil tidak hanya relevan dari perspektif lingkungan, tetapi juga
dari sudut pandang kebijakan fiskal, makroekonomi, dan tata kelola
perusahaan. Instrumen ini berada di persimpangan antara
kepentingan ekonomi, stabilitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, analisis yang komprehensif diperlukan untuk
memahami bagaimana pajak energi dapat dirancang dan
diimplementasikan secara efektif guna mendukung transisi menuju
ekonomi rendah karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan dan
kesejahteraan masyarakat.
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Teori Pajak Energi dan Bahan Bakar Fosil

1. Teori Eksternalitas dan Pajak Pigouvian
Landasan utama pajak energi berasal dari teori eksternalitas yang
dikemukakan oleh Arthur Cecil Pigou. Dalam teori ini dijelaskan
bahwa aktivitas ekonomi dapat menimbulkan dampak eksternal
(externalities) yang tidak tercermin dalam harga pasar.
Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan
gas alam menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada
perubahan iklim, pencemaran udara, serta gangguan kesehatan
masyarakat.

Karena biaya sosial tersebut tidak ditanggung langsung oleh
produsen atau konsumen energi, maka terjadi kegagalan pasar
(market  failure). Pajak  Pigouvian  dirancang  untuk
menginternalisasi biaya eksternal tersebut dengan menambahkan
beban pajak sebesar nilai kerugian sosial yang ditimbulkan.
Dengan demikian, harga energi mencerminkan biaya sosial
sebenarnya (full social cost), sehingga mendorong efisiensi dan

pengurangan konsumsi energi fosil.
|

Gambar 8.1: Industrial Air oIIution
Sumber: Science Photo Library
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Gambar 8.2: Kurva Eksternalitas Negatif dalam Produksi
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Gambar 8.3: Efisiensi Perusahaan vs. Keseimbangan Industri
Sumber : Dyingeconomy Marginal Social Cost & Private Cost

2. Teori Pajak Optimal dan Harga Karbon
Dalam kerangka teori pajak optimal (optimal tax theory), pajak
energi dirancang untuk meminimalkan distorsi ekonomi sekaligus
memaksimalkan kesejahteraan sosial. Konsep ini berkembang
menjadi mekanisme carbon pricing, yaitu penetapan harga
terhadap emisi karbon sebagai sinyal ekonomi untuk mengurangi
polusi.
Carbon pricing dapat berbentuk:
a. Pajak karbon (carbon tax)
b. Sistem perdagangan emisi (Emission Trading System)
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Pendahuluan

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat hingga
2024, dengan dominasi terbesar berasal dari sepeda motor, disusul
mobil penumpang, mobil barang, dan bus. Kenaikan ini menunjukkan
bahwa mobilitas berbasis kendaraan pribadi masih menjadi tulang
punggung transportasi darat nasional. Dari sudut pembangunan,

pertumbuhan kendaraan dapat dibaca sebagai indikator
meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun,
dari perspektif lingkungan, tren tersebut juga menandakan

meningkatnya tekanan terhadap kualitas udara, konsumsi energi fosil,
dan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi (Badan Pusat
Statistik, 2025).

Tabel 9.1: Tren Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Menurut
Jenis Tahun 2021-2024 di Indonesia

Jenis Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut
Kendaraan Jenis (Unit)
Bermotor 2021 2022 2023 2024
Mobil

16.413.348 18.948.976 19.710.434 20.444.507

Penumpang
Mobil Bis 237.566 262.403 272.793 293.991
Mobil 5.299.361 5.880.541 6.087.299 | 6.277.403
Barang
S d
epeca 120.042.298 | 126.952.280 | 133.051.310 | 139.450.013
motor
Jumlah 141.992.573 152.044.200 159.121.836 | 166.465.914

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah penulis)

Dalam ekonomi lingkungan, masalah ini dapat dijelaskan melalui
konsep eksternalitas negatif. Penggunaan kendaraan bermotor
memberikan manfaat privat bagi pengguna, namun juga menimbulkan
biaya sosial, seperti pencemaran udara, kemacetan, kebisingan, dan
dampak kesehatan. Harjono et al. (2024) menunjukkan bahwa tanpa
perbaikan signifikan pada transportasi publik dan pengelolaan
lingkungan, pertumbuhan kendaraan bermotor dapat meningkatkan
konsentrasi PM2.5 di Jakarta pada 2040, dengan emisi kendaraan
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sebagai salah satu kontributor utama. Sejalan dengan itu, Low Carbon
Development Initiative Indonesia (2024) mencatat bahwa sektor
transportasi darat merupakan penyumbang besar PM2.5 di Indonesia,
yang menegaskan bahwa pencemaran ini bukan lagi dampak
sampingan, melainkan masalah struktural dalam tata kelola
lingkungan perkotaan.

Dampak tersebut tidak hanya ekologis, tetapi juga langsung
menyentuh kesehatan publik. Suryadi et al. (2025) menemukan
bahwa paparan PM2.5 pada pengatur lalu lintas di Makassar telah
melampaui ambang batas risiko kesehatan nonkarsinogenik. Pada
skala lebih luas, Madrigano et al. (2024) menunjukkan hubungan
antara peningkatan paparan PM2.5 dan kenaikan tekanan darah,
khususnya pada kelompok usia lanjut. WHO (2024) juga menegaskan
bahwa polusi udara meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke,
gangguan pernapasan, dan kanker paru. Dengan demikian, emisi
kendaraan bermotor perlu dipahami sebagai masalah yang tidak
hanya teknis, tetapi juga sebagai determinan utama kesehatan
masyarakat.

Dalam konteks ini, instrumen fiskal perlu ditinjau ulang. Selama
ini, pajak kendaraan lebih berfungsi sebagai sumber penerimaan
daerah, tetapi dalam teori perpajakan modern, pajak juga berfungsi
regulerend, yaitu memengaruhi perilaku ekonomi. Salah satu
kebijakan yang relevan adalah pajak kendaraan berbasis emisi, yang
membedakan beban pajak menurut tingkat emisi atau karakteristik
lingkungan kendaraan. Meireles et al. (2021) menunjukkan bahwa
pajak berbasis CO2 di negara-negara Mediterania berkaitan dengan
penurunan emisi CO2 kendaraan penumpang. Temuan ini diperkuat
oleh Sibdari dan Asayesh (2024), yang menunjukkan bahwa pajak
karbon memengaruhi pilihan konsumen ketika perbedaan biaya
antara kendaraan beremisi tinggi dan yang ramah lingkungan jelas.

Di Indonesia, kebijakan ini mulai tampak pada pajak pusat.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) melalui PMK
Nomor 141/PMK.010/2021 mengarahkan pengaturan PPnBM untuk
mendukung penurunan emisi gas buang dan mendorong penggunaan
kendaraan hemat energi serta ramah lingkungan. Namun, pada level
pajak daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
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Pendahuluan

Hampir seluruh hasil sampingan proses produksi umumnya dapat
berupa polutan bersifat racun maupun tak beracun yang berpotensi
membahayakan manusia dan lingkungan. Peningkatan permasalahan
lingkungan mendorong perkembangan praktik industri menggunakan
integrasi teknologi berbasis kimia dan lingkungan yang berkelanjutan.
(Syabriana, Jannah, Sadikin, Chairunnas, & Indaryanti, 2023)

Dalam diskursus ekonomi modern, perpajakan lingkungan telah
bertransformasi dari sekadar instrumen fiskal menjadi manifestasi
dari prinsip keadilan ekologis. Di sinilah kita mengenal dua instrumen
utama: pajak limbah industri (effluent taxes) dan pajak polusi
(pollution taxes). Secara konseptual, pajak limbah industri merupakan
pungutan yang secara spesifik menyasar pembuangan kontaminan
cair ke badan air, di mana besaran pajaknya ditentukan oleh volume
serta konsentrasi zat berbahaya yang terkandung di dalamnya.
Sementara itu, pajak polusi memiliki cakupan yang lebih
komprehensif, bertindak sebagai payung hukum yang membebankan
biaya atas segala bentuk pelepasan polutan ke lingkungan, baik itu
emisi gas buang ke atmosfer, limbah padat, hingga polusi suara. Kedua
instrumen ini bekerja berdasarkan prinsip polluter pays principle,
"siapa yang mengotori, dia yang membayar," yang bertujuan untuk
menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan agar tidak lagi menjadi
beban masyarakat, melainkan menjadi bagian dari kalkulasi biaya
produksi perusahaan.

Urgensi penerapan regulasi pajak hijau terhadap sektor industri
didasari oleh realitas bahwa industri merupakan kontributor utama
terhadap eksternalitas negatif global. Berbeda dengan sektor rumah
tangga yang dampaknya tersebar, satu entitas industri memiliki skala
dampak yang masif dan terpusat, sehingga menjadikannya target
regulasi yang paling efektif untuk menekan laju degradasi lingkungan
secara signifikan. Dengan mengenakan pajak pada polusi, pemerintah
sebenarnya sedang memberikan sinyal ekonomi yang memaksa para
pelaku industri untuk memilih antara membayar biaya pajak yang
tinggi atau berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Hal ini
menciptakan dorongan bagi inovasi, di mana efisiensi energi dan
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pembersihan proses produksi bukan lagi sekadar pilihan etis,
melainkan keharusan ekonomi demi menjaga daya saing perusahaan
di pasar yang kian ketat.

Lebih jauh lagi, integrasi pajak lingkungan ke dalam kerangka
kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) telah mengubah
cara dunia usaha memandang kewajiban perpajakan ini. Pajak bukan
lagi dianggap sebagai beban akuntansi semata, melainkan alat ukur
bagi komitmen keberlanjutan sebuah perusahaan. Dalam pilar
lingkungan, kepatuhan terhadap pajak polusi menjadi bukti nyata
bahwa perusahaan sedang berupaya meminimalkan jejak karbonnya.
Dari sisi tata kelola (governance), kemampuan perusahaan dalam
mengelola risiko terkait pajak hijau menunjukkan transparansi dan
kesiapan manajemen dalam menghadapi perubahan regulasi global.
Perusahaan yang mampu menekan beban pajak lingkungannya
melalui praktik berkelanjutan cenderung lebih menarik bagi investor,
karena mereka dianggap memiliki risiko operasional yang lebih
rendah dan visi jangka panjang yang sejalan dengan standar
keberlanjutan global. Dengan demikian, pajak ini berfungsi sebagai
jembatan yang menghubungkan antara tanggung jawab ekologis dan
performa finansial yang sehat.

Teori Pajak Limbah Industri dan Polusi

Pajak limbah hadir untuk memperbaiki sebuah ketidakadilan

ekonomi. Bayangkan lingkungan kita sebagai sebuah rumah bersama

yang selama ini biaya perbaikannya ditanggung oleh orang-orang
yang tidak merusaknya. Berikut adalah penjelasan mengenai landasan
teoritisnya:

1. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter pays principle - PPP)
Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan
dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam
konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum
lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang
mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah Organisation
for Economic Co-operation and Development (OEDC) 1872.
(Purwendah & Erowati, 2021) Prinsip ini adalah fondasi moral dan
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hukum yang sangat sederhana: siapa yang membuat kekacauan,
dialah yang harus membayar biaya pembersihannya. Dalam
konteks ekonomi lingkungan, PPP menegaskan bahwa biaya untuk
mencegah dan mengendalikan pencemaran harus ditanggung oleh
pihak yang menyebabkan polusi, bukan oleh masyarakat umum
atau negara melalui pajak biasa. Dengan memaksa perusahaan
membayar atas setiap unit limbah yang mereka hasilkan, prinsip
ini mendorong mereka untuk mencari teknologi yang lebih bersih.
Jadi, polusi bukan lagi dianggap sebagai "bonus gratis" dari proses
produksi, melainkan biaya nyata yang harus masuk dalam
perhitungan bisnis.

2. Teori Eksternalitas Negatif

Dalam ekonomi klasik, transaksi sering kali hanya dilihat antara
penjual dan pembeli. Namun, eksternalitas negatif muncul ketika
aktivitas produksi suatu pabrik menimbulkan dampak buruk bagi
pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut, misalnya,
warga sekitar yang sesak napas karena asap pabrik. Masalahnya,
pabrik tersebut biasanya tidak perlu membayar biaya kesehatan
warga, sehingga harga produk mereka di pasar menjadi "palsu”
atau terlalu murah karena tidak mencerminkan biaya kerusakan
lingkungan yang sebenarnya. Kondisi inilah yang disebut sebagai
kegagalan pasar, di mana mekanisme pasar gagal mengalokasikan
sumber daya secara efisien karena ada biaya sosial yang
tersembunyi.

3. Pajak Pigouvian
Pajak Pigouvian, yang dinamai dari ekonom Arthur Pigou, adalah
"obat" untuk mengatasi eksternalitas negatif di atas. Logikanya
begini: jika sebuah aktivitas merugikan orang lain, maka aktivitas
itu harus dikenakan pajak setara dengan nilai kerusakannya.
Secara matematis, tujuannya adalah menyamakan Biaya Pribadi
Marginal dengan Biaya Sosial Marginal:

MSC = MPC + MEC

Putri Zafira Ruhliandini



Pajak Limbah Industri dan Polusi

Daftar Pustaka
Purwendah, E. K, & Erowati, E. M. (2021, 11). Prinsip Pencemar
Membayar (Polluter pays principle) Dalam Sistem Hukum

Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2),
340-355.

Syabriana, M., Jannah, W., Sadikin, A., Chairunnas, A., & Indaryanti, S.
(2023). Studi Kimia Hijau dalam Pengelolaan Air Limbah: Tinjauan
Komprehensif Teknik Pengolahan Tingkat Lanjut. Nusantara
Technology and Engineering Review, 1(1), 31-40.

Putri Zafira Ruhliandini



Pajak Limbah Industri dan Polusi

PROFIL PENULIS

Putri Zafira Ruhliandini, M.E.

Ketertarikan penulis pada sinergi antara
kebijakan fiscal dan pelestarian ekosistem
telah membawa untuk mendalami
instrument  ekonomi  hijau  secara
mendalam. Dengan visi mewujudkan
Pembangunan berkelanjutan, penulis
memfokuskan dedikasinya pada
pemanfaatan regulasi perpajakan sebagai
: alat transformasi perilaku Masyarakat

dan industry demi
menjaga kelestarian bumi.

Melalui buku "Pajak Lingkungan: Teori, Kebijakan, dan
Implementasi” Penulis menyajikan panduan komprehensif bagi para
akademisi, praktisi, hingga pelaku industry yang ingin memahami
peran vital pajak dalam menekan degradasi lingkungan. Dengan gaya
penyampaian yang sistematis dan berbasis data, buku ini mengupas
tuntas mekanisme carbon tax, manajemen limbah, hingga insentif
fiscal ramah lingkungan yang relevan dengan tantangan global saat ini.
Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi dan Manajemen. Dan
untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif
sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian
yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain
peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat
memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat
tercinta ini.

Email Penulis: pz0107@gmail.com

Putri Zafira Ruhliandini

159


mailto:pz0107@gmail.com

ﬁv

BAB 11
PAJAK PLASTIK DAN
MATERIAL TIDAK
RAMAH LINGKUNGAN

Kaca Dian Melila, S.E., M.AKk., Ak., CTT., CTA.
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia




Pajak Plastik dan Material Tidak Ramah Lingkungan

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan global, khususnya pencemaran akibat
plastik dan material tidak ramah lingkungan, telah menjadi isu krusial
dalam beberapa dekade terakhir. Produksi plastik dunia meningkat
secara signifikan seiring dengan pertumbuhan industri dan konsumsi
masyarakat (Prastyono et al,, n.d.). Plastik yang bersifat tidak mudah
terurai menyebabkan akumulasi limbah yang berdampak pada
ekosistem laut, tanah, dan kesehatan manusia. Dalam konteks
kebijakan publik, pemerintah memiliki peran strategis dalam
mengendalikan eksternalitas negatif melalui instrumen fiskal. Salah
satu instrumen yang semakin banyak digunakan adalah pajak
lingkungan, termasuk pajak plastik. Kebijakan ini bertujuan untuk
menginternalisasi biaya eksternal yang ditimbulkan oleh konsumsi
plastik ke dalam harga pasar (Saputra et al., 2023).

Peningkatan produksi plastik terjadi sangat signifikan dalam
beberapa dekade terakhir. Secara global, produksi plastik telah
mencapai sekitar 430-460 juta ton per tahun, meningkat drastis
dibandingkan hanya sekitar 2 juta ton pada tahun 1950. Bahkan, jika
tren ini berlanjut, konsumsi plastik diproyeksikan akan hampir tiga
kali lipat pada tahun 2060. Selain itu, sekitar 40% dari total produksi
plastik digunakan untuk kemasan sekali pakai, yang umumnya
langsung menjadi limbah dalam waktu singkat (UNDP, 2025). Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar plastik memiliki siklus hidup
yang sangat pendek namun dampak lingkungan yang panjang. Dari sisi
limbah, dunia menghasilkan sekitar 353-360 juta ton sampah plastik
setiap tahun. Namun, pengelolaannya masih sangat terbatas (OECD,
2022):

1. Hanya sekitar 9% yang berhasil didaur ulang;

2. Sekitar 19% dibakar (incinerated);

3. Sekitar 50% berakhir di tempat pembuangan akhir (landfill);
4. Sekitar 22% tidak terkelola dan mencemari lingkungan.

Secara kumulatif, sejak tahun 1950, diperkirakan lebih dari 7
miliar ton plastik telah menjadi limbah, dan sekitar 79% di antaranya
menumpuk di alam atau landfill. Kondisi ini semakin diperparah oleh
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fakta bahwa sekitar 99% plastik diproduksi dari bahan bakar fosil,
sehingga tidak hanya berdampak pada pencemaran, tetapi juga pada
keberlanjutan sumber daya alam.

Pajak plastik dan material tidak ramah lingkungan hadir sebagai
respon atas kegagalan mekanisme pasar dalam menginternalisasi
biaya eksternal (external costs) dari aktivitas produksi dan konsumsi
(Prayogi et al., 2023). Dalam konteks ini, pendekatan berbasis fiskal
dinilai lebih efektif karena mampu memberikan insentif maupun
disinsentif secara langsung kepada pelaku ekonomi. Di Indonesia,
komitmen terhadap pengelolaan lingkungan tercermin dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain
itu, kebijakan fiskal berbasis lingkungan mulai diperkuat melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan yang memperkenalkan pajak karbon sebagai bagian dari
reformasi perpajakan.

Pajak Lingkungan

Pajak lingkungan adalah pungutan yang dikenakan atas aktivitas yang

berdampak negatif terhadap lingkungan (Prayogi et al., 2023). Secara

teoritis, konsep ini berakar pada teori eksternalitas yang

dikemukakan oleh Arthur Cecil Pigou, yang menyatakan bahwa

pemerintah perlu mengenakan pajak untuk mengoreksi kegagalan

pasar. Menurut Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD), pajak lingkungan adalah pajak yang basisnya

berupa unit fisik (atau proxy) dari sesuatu yang terbukti memiliki

dampak negatif terhadap lingkungan.

Teori dasar pajak lingkungan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Teori Eksternalitas (Externatilty Theory)
Eksternalitas terjadi ketika aktivitas ekonomi menimbulkan
dampak pada pihak lain. Sebagai contoh perusahaan memproduksi
plastik yang mana plastik tersebut mencemarilingkungan sehingga
dapat merugikan masyarakat. Solusinya pemerintah dapat
mengenakan pajak untuk menginternalisasi biaya ekstrnal
tersebut.

Kaca Dian Meila




Pajak Plastik dan Material Tidak Ramah Lingkungan

2. Teori Pajak Pigovian (Pigovian Tax)
Teori yang menjelaskan bahwa pajak akan dikenakan sebesar biaya
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan seperti pajak kantong
plastik dan pajak bahan kimia berbahaya.

3. Teori Polutter Pays Principle (PPP)
Teori ini dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) dengan prinsip “pencemar
harus membayar” dimana pelaku usaha yang menghasilkan limbah
wajib menanggung biaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan
sebagai contoh industri plastik dan produk kemasan sekali pakai.

4. Teori Instrumen Ekonomi Lingkungan
Pajak lingkungan merupakan bagian dari market based
instruments, menurut United Nations Environment Programme
(UNEP) pajak digunakan untuk mengubah perilaku konsumen,
mendorong inovasi ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi
barang berbahaya.

Pajak Plastik

Sejak tahun 1950, produksi plastik global telah melampaui 8 miliar
ton. Namun demikian, sebagian besar dari jumlah tersebut tidak
dikelola secara berkelanjutan, di mana lebih dari 50% berakhir
sebagai limbah di tempat pembuangan, dan hanya sekitar 10% yang
berhasil didaur ulang (UNEP, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa
pengelolaan limbah plastik masih menghadapi tantangan serius.
Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran plastik sangat luas, tidak
hanya mengancam kesehatan manusia tetapi juga merusak
keanekaragaman hayati secara signifikan. Plastik sendiri merupakan
material yang tersusun dari karbon yang berasal dari minyak bumi
atau gas alam serta berbagai bahan kimia tambahan, sehingga sifatnya
sulit terurai di lingkungan. Jika tidak dikendalikan, produksi plastik
diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2050, yang
berpotensi memperburuk krisis lingkungan global.
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Gambar 11.1: Produksi Plastik Global dan Perkembangannya
Sumber: GRID-Arendal (2021)

Pencemaran plastik kini menjadi isu global yang semakin
mendesak untuk ditangani. Dalam forum United Nations Environment
Assembly (UNEA-5.2), sebanyak 175 negara telah menyepakati
sebuah resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri pencemaran plastik
di seluruh siklus hidupnya, mulai dari tahap ekstraksi bahan baku
hingga pembuangan akhir. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan
tersebut, United Nations Environment Programme (UNEP) diberikan
mandat untuk membentuk forum Intergovernmental Negotiating
Committee (INC), yang bertugas merumuskan instrumen internasional
yang bersifat mengikat secara hukum terkait pengendalian
pencemaran plastik. Proses ini direncanakan berlangsung melalui
lima putaran perundingan.

Resolusi UNEP/EA.5/14 menargetkan tercapainya suatu
perjanjian global pada tahun 2025 sebagai upaya konkret dalam
mengatasi permasalahan pencemaran plastik (Ramdlaningrum et al,,
2024). Inisiatif ini sejalan dengan komitmen dalam Sustainable
Development Goals (SDGs), khususnya Target 12 yang menekankan
pentingnya pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, di
mana pengelolaan plastik menjadi salah satu fokus utama.
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Pajak Pertambangan dan Ekstraksi Sumber Daya Alam

Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang semakin menuntut
keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan, pengelolaan
sektor pertambangan dan ekstraksi sumber daya alam menjadi isu
yang sangat strategis. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap
penerimaan negara, penyediaan bahan baku industri, serta penggerak
investasi di berbagai wilayah. Namun demikian, karakter sektor
pertambangan berbeda dengan sektor ekonomi lainnya karena
bertumpu pada pemanfaatan sumber daya yang tidak terbarukan,
berisiko tinggi, padat modal, serta memiliki dampak lingkungan yang
signifikan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal di sektor ini, termasuk
pajak pertambangan, tidak hanya diposisikan sebagai instrumen
penghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendali
eksploitasi sumber daya dan koreksi atas dampak eksternalitas yang
ditimbulkan (OECD, 2014; United Nations, 2021).

Pajak pertambangan pada dasarnya merupakan bagian dari rezim
fiskal sumber daya alam yang dirancang untuk memastikan bahwa
negara memperoleh manfaat yang adil dari kegiatan ekstraksi mineral
dan batubara. Dalam literatur perpajakan sumber daya alam,
pungutan pada sektor ekstraktif umumnya diarahkan untuk
menangkap resource rent, yaitu surplus ekonomi yang timbul dari
pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Selain itu, rezim
perpajakan sektor ekstraktif juga harus mempertimbangkan
keseimbangan antara kepentingan negara untuk memperoleh
penerimaan, kebutuhan pelaku usaha akan kepastian investasi, dan
kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pajak
pertambangan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kewajiban
fiskal biasa, melainkan sebagai bagian dari tata kelola sumber daya
alam yang berkeadilan dan berkelanjutan (OECD, 2014; United
Nations, 2021).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai kegiatan
pertambangan mineral dan batubara telah mengalami penguatan
melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan
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pertambangan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan
nasional, termasuk melalui pengaturan perizinan, produksi,
reklamasi, pascatambang, dan tanggung jawab lingkungan. Di sisi lain,
dari aspek perpajakan, pengusahaan pertambangan juga terkait
dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan
mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-47/P]J/2015. Artinya, sektor
pertambangan di Indonesia tunduk pada rezim yang memadukan
dimensi fiskal, administratif, dan ekologis secara bersamaan
(Republik Indonesia, 2020; Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Meskipun kerangka regulasi tersebut telah tersedia,
implementasi pajak pertambangan masih menghadapi berbagai
tantangan. Fluktuasi harga komoditas global, kompleksitas
administrasi sektor tambang, potensi ketidaksesuaian data produksi
dan objek pajak, serta besarnya biaya sosial dan lingkungan yang
sering kali belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi persoalan yang
terus muncul. Di samping itu, kewajiban reklamasi dan pascatambang
menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan selalu mengandung
konsekuensi jangka panjang yang memerlukan pengawasan fiskal dan
lingkungan secara simultan. Kondisi ini menegaskan bahwa
efektivitas pajak pertambangan tidak hanya ditentukan oleh besaran
tarif, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, sistem pengawasan, dan
konsistensi penegakan regulasi (Republik Indonesia, 2020; United
Nations, 2021).

Bab ini akan membahas secara komprehensif konsep dan dasar
hukum pajak pertambangan dan ekstraksi sumber daya alam,
karakteristik serta jenis pungutannya, mekanisme implementasinya
dalam sistem fiskal nasional, berbagai tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya, serta arah penguatan kebijakan agar selaras dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami keterkaitan
antara pajak, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan
lingkungan, pembaca diharapkan dapat melihat bahwa pajak
pertambangan bukan sekadar instrumen penerimaan negara,
melainkan juga instrumen kebijakan untuk menjamin pemanfaatan
sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan
antargenerasi. Pernyataan ini merupakan sintesis dari kerangka
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kebijakan fiskal ekstraktif OECD, panduan PBB, dan kerangka hukum
pertambangan Indonesia.

Landasan Konseptual dan Dasar Hukum

Secara konseptual, pajak pertambangan dan ekstraksi sumber daya
alam merupakan bagian dari rezim fiskal yang dirancang untuk
memastikan bahwa negara memperoleh manfaat ekonomi yang layak
dari pemanfaatan kekayaan alam yang bersifat terbatas. Berbeda
dengan pajak pada sektor usaha biasa, pemajakan di sektor
pertambangan memiliki karakter khusus karena objek ekonominya
berasal dari sumber daya yang tidak terbarukan. Dalam literatur
perpajakan sumber daya alam, pungutan di sektor ekstraktif
umumnya diarahkan untuk menangkap rente sumber daya (resource
rent), yaitu surplus ekonomi yang muncul karena adanya akses
terhadap cadangan mineral atau batubara yang bernilai tinggi. Oleh
karena itu, landasan konseptual pajak pertambangan tidak hanya
bertumpu pada fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan negara,
tetapi juga pada fungsi regulerend, yaitu mengendalikan laju
eksploitasi, mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan
mengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan ekstraktif
(OECD, 2014; United Nations, 2021).

Dalam perspektif ekonomi publik, keberadaan pajak
pertambangan juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan antar
generasi. Karena mineral dan batubara merupakan sumber daya yang
tidak dapat diperbarui, maka setiap aktivitas ekstraksi pada
hakikatnya mengurangi stok kekayaan alam yang dimiliki negara. Atas
dasar itu, negara perlu memiliki instrumen fiskal yang mampu
mengubah kekayaan alam yang terkuras menjadi manfaat ekonomi
yang dapat dinikmati masyarakat, baik dalam bentuk penerimaan
negara, pembangunan infrastruktur, maupun pembiayaan pemulihan
lingkungan. Panduan PBB mengenai perpajakan industri ekstraktif di
negara berkembang menegaskan bahwa desain pajak sektor ekstraktif
harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan
penerimaan negara, daya tarik investasi, kapasitas administrasi, dan
perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, pajak
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Air merupakan sumber daya ekonomi sekaligus sumber daya publik
yang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas rumah
tangga, industri, dan pembangunan nasional. Dalam perspektif
ekonomi, air tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi
juga sebagai faktor produksi yang memiliki nilai ekonomi serta biaya
oportunitas. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air menuntut
adanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan ekonomi dan
keberlanjutan lingkungan. Studi oleh (Keller & Hartmann, 2020)
menekankan bahwa pengelolaan air berbasis instrumen ekonomi
seperti tarif dan pajak merupakan pendekatan efektif untuk
meningkatkan efisiensi penggunaan air.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan
industrialisasi, permintaan terhadap air terus mengalami peningkatan
yang signifikan. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diiringi
dengan pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab. Eksploitasi
air tanah yang berlebihan serta pembuangan limbah cair tanpa
pengolahan yang memadai telah menimbulkan berbagai
permasalahan, seperti kelangkaan air bersih, penurunan kualitas
lingkungan, serta meningkatnya biaya sosial yang harus ditanggung
oleh masyarakat. Dalam konteks ini, eksternalitas negatif menjadi isu
utama. Penelitian oleh Edward B. Barbier (2019) dalam Review of
Environmental Economics and Policy menegaskan bahwa degradasi
sumber daya air merupakan konsekuensi dari kegagalan pasar dalam
menginternalisasi biaya lingkungan (Barbier, 2019).

Dari sudut pandang akuntansi, kondisi ini mencerminkan adanya
keterbatasan dalam pengakuan dan pengukuran biaya lingkungan
(environmental cost). Banyak entitas bisnis yang belum sepenuhnya
mengintegrasikan biaya pencemaran air ke dalam laporan keuangan
mereka. Hal ini menyebabkan laporan keuangan belum
mencerminkan biaya ekonomi yang sebenarnya (true cost
accounting). (Burritt et al, 2021) menunjukkan bahwa penerapan
akuntansi keberlanjutan dapat meningkatkan transparansi serta
mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk air.

Dalam kerangka desain ekonomi, salah satu pendekatan yang
dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah
melalui penerapan instrumen fiskal berupa pajak air. Pajak air
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merupakan bagian dari environmental taxes yang bertujuan untuk
menginternalisasi biaya eksternalitas ke dalam struktur biaya pelaku
ekonomi. Studi oleh (Hassan et al., 2020) menunjukkan bahwa pajak
lingkungan berperan penting dalam mendorong efisiensi sumber daya
dan transisi menuju ekonomi hijau.

Bagi mahasiswa akuntansi, pemahaman mengenai pajak air
menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan kewajiban pajak serta biaya lingkungan.
Pajak air tidak hanya dicatat sebagai beban, tetapi juga memengaruhi
keputusan investasi dan strategi perusahaan (Burritt et al., 2021)
menegaskan bahwa tekanan regulasi lingkungan, termasuk pajak,
mendorong perusahaan mengadopsi praktik akuntansi lingkungan
yang lebih baik.

Selain itu, pengelolaan limbah cair menjadi bagian penting dalam
sistem akuntansi biaya perusahaan. Limbah cair yang tidak diolah
dengan baik dapat meningkatkan biaya lingkungan dan risiko hukum.
Oleh karena itu, biaya pengolahan limbah harus diidentifikasi dan
dialokasikan secara tepat. Penelitian oleh (Al-Mawali, 2021)
menunjukkan bahwa integrasi biaya lingkungan dalam sistem
akuntansi meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja lingkungan
perusahaan.

Dalam konteks kebijakan publik, pajak air memiliki peran
strategis tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai
instrumen pengendalian. Desain pajak yang efektif dapat
memengaruhi perilaku penggunaan air dan pengelolaan limbah.
(Koppl & Schratzenstaller, 2021) menunjukkan bahwa pajak
lingkungan yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan
efisiensi ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Lebih lanjut, dalam era pelaporan keberlanjutan, perusahaan
dituntut untuk mengungkapkan informasi terkait penggunaan air dan
pengelolaan limbah cair. Penelitian oleh (Hassan et al, 2020)
menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan lingkungan
meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku
kepentingan.

Dengan demikian, pajak air merupakan instrumen penting dalam
desain ekonomi yang menghubungkan kebijakan fiskal, praktik
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akuntansi, dan keberlanjutan lingkungan. Bagi mahasiswa akuntansi,
kajian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai
bagaimana kebijakan pajak memengaruhi pelaporan keuangan,
pengambilan keputusan, serta tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan sumber daya air dan limbah cair tidak hanya merupakan
isu lingkungan, tetapi juga isu ekonomi dan akuntansi. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan terintegrasi antara kebijakan fiskal dan sistem
akuntansi untuk menciptakan pengelolaan sumber daya air yang
efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Peran Kebijakan Fiskal Dalam Pengelolaan Air

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam desain
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengatur alokasi sumber
daya, distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi. Dalam konteks
pengelolaan sumber daya air, kebijakan fiskal memiliki peran strategis
tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai
alat untuk mengendalikan perilaku ekonomi yang berdampak pada
lingkungan. Instrumen fiskal seperti pajak, retribusi, subsidi, dan
insentif investasi dapat digunakan untuk mendorong penggunaan air
secara efisien sekaligus mengurangi tingkat pencemaran.

Dalam perspektif ekonomi lingkungan, kebijakan fiskal berfungsi
untuk menginternalisasi eksternalitas negatif yang timbul dari
penggunaan dan pencemaran air. Aktivitas industri dan domestik
yang menghasilkan limbah cair seringkali tidak memperhitungkan
biaya lingkungan dalam struktur biaya mereka. Akibatnya, terjadi
distorsi harga yang menyebabkan over-exploitation terhadap sumber
daya air. Penelitian oleh (Hassan et al., 2020) menunjukkan bahwa
instrumen fiskal seperti pajak lingkungan dapat meningkatkan
efisiensi alokasi sumber daya dengan memasukkan biaya eksternal ke
dalam harga.

Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang relevan dalam
pengelolaan air adalah pajak air (water tax) dan pajak limbah cair
(wastewater charge). Pajak ini dikenakan atas pengambilan,
pemanfaatan, maupun pembuangan air oleh individu atau badan
usaha. Tujuan utama dari pajak ini bukan semata-mata untuk
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Permasalahan limbah padat merupakan salah satu tantangan
lingkungan global yang semakin kompleks dan multidimensional.
Pertumbuhan populasi dunia, percepatan urbanisasi, serta perubahan
pola konsumsi masyarakat menuju gaya hidup yang lebih praktis dan
berbasis produk sekali pakai telah menyebabkan peningkatan volume
limbah secara signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa produksi
limbah padat global telah melampaui 2 miliar ton per tahun dan
diproyeksikan meningkat hingga hampir dua kali lipat pada tahun
2050 apabila tidak dilakukan intervensi kebijakan yang efektif (OECD,
2024; UNEP, 2024).

Peningkatan volume limbah ini tidak diimbangi dengan kapasitas
pengelolaan yang memadai, terutama di negara berkembang. Banyak
kota di Asia dan Afrika masih menghadapi keterbatasan dalam sistem
pengumpulan, pengangkutan, serta pengolahan limbah. Akibatnya,
sebagian besar limbah masih dibuang secara terbuka (open dumping)
atau dibakar secara tidak terkendali, yang menimbulkan dampak
serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (International Solid
Waste Association (ISWA), 2022; UNEP, 2024).

Komposisi limbah juga mengalami perubahan signifikan dalam
beberapa dekade terakhir, dengan meningkatnya proporsi limbah
anorganik seperti plastik, elektronik, dan bahan sintetis lainnya.
Limbah plastik menjadi perhatian utama karena sifatnya yang sulit
terurai dan dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. UNEP
(2023) menegaskan bahwa tanpa intervensi global yang kuat,
pencemaran plastik dapat meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun
2040, terutama di ekosistem laut (UNEP, 2023).

Selain itu, permasalahan limbah padat juga memiliki dimensi
lintas batas. Perdagangan limbah antarnegara, terutama dari negara
maju ke negara berkembang, menimbulkan tantangan baru dalam
pengelolaan limbah global. Banyak negara berkembang menjadi
tujuan ekspor limbah karena biaya pengelolaan yang lebih rendah dan
regulasi yang relatif lemah. Hal ini memperburuk beban lingkungan di
negara-negara tersebut (OECD, 2023).

Dalam konteks Indonesia, permasalahan limbah padat juga
semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat
dan peningkatan konsumsi rumah tangga menyebabkan peningkatan
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volume limbah yang signifikan setiap tahunnya. Namun, kapasitas
tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas serta rendahnya
tingkat daur ulang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan
limbah. OECD (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar limbah di
Indonesia masih berakhir di TPA dengan sistem yang belum
sepenuhnya memenuhi standar sanitary landfill (OECD, 2023).
Permasalahan ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional
berbasis pengumpulan dan pembuangan tidak lagi memadai.
Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk
penggunaan instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan untuk
mengendalikan produksi dan pembuangan limbah secara lebih efektif
(European Environment Agency (EEA), 2023; OECD, 2024).

Dampak Lingkungan dan Ekonomi

Limbah padat memberikan dampak yang luas terhadap lingkungan,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak
utama adalah pencemaran tanah dan air akibat pembuangan limbah
yang tidak terkelola dengan baik. Limbah yang mengandung bahan
berbahaya dan beracun (B3) dapat meresap ke dalam tanah dan
mencemari air tanah, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan
manusia melalui rantai makanan dan konsumsi air (UNEP, 2024)
(UNEP, 2024).

Selain itu, limbah padat juga berkontribusi terhadap pencemaran
udara. Pembakaran limbah secara terbuka menghasilkan emisi gas
berbahaya seperti dioksin, furan, dan partikel halus yang dapat
menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit kronis. Di sisi lain,
limbah organik yang terdegradasi di TPA menghasilkan gas metana
(CH,4), yang merupakan gas rumah kaca dengan potensi pemanasan
global sekitar 28 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam
jangka waktu 100 tahun (IPCC dalam UNEP, 2024).

Dampak terhadap ekosistem juga sangat signifikan. Limbah
plastik yang masuk ke laut dapat mengancam kehidupan biota laut
melalui mekanisme ingestion (tertelan) dan entanglement (terjerat).
Mikroplastik yang terbentuk dari degradasi plastik juga telah
ditemukan dalam rantai makanan, termasuk pada ikan dan produk
laut yang dikonsumsi manusia (UNEP, 2023).
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Dari perspektif ekonomi, pengelolaan limbah yang tidak efisien
menimbulkan berbagai biaya, baik biaya langsung maupun tidak
langsung. Biaya langsung mencakup pengumpulan, transportasi, dan
pembuangan limbah, yang terus meningkat seiring dengan
peningkatan volume limbah. Sementara itu, biaya tidak langsung
mencakup dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, serta hilangnya
nilai ekonomi dari material yang seharusnya dapat didaur ulang
(OECD, 2023).

Konsep eksternalitas negatif (negative externalities) sangat
relevan dalam konteks ini. Banyak biaya lingkungan dan sosial dari
limbah tidak tercermin dalam harga produk, sehingga produsen dan
konsumen tidak memiliki insentif untuk mengurangi limbah.
Akibatnya, terjadi overproduction dan overconsumption yang
memperburuk permasalahan limbah (European Environment Agency
(EEA), 2023).

Namun demikian, limbah juga memiliki potensi ekonomi yang
besar apabila dikelola dengan baik. Pendekatan ekonomi sirkular
(circular economy) menekankan pentingnya pemanfaatan kembali
material melalui daur ulang, penggunaan ulang, dan pemulihan energi.
OECD (2023) menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular dapat
mengurangi penggunaan sumber daya alam, menurunkan emisi gas
rumah kaca, serta menciptakan peluang ekonomi baru melalui
industri daur ulang (OECD, 2023).

Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mampu
menginternalisasi biaya eksternal dan mendorong perubahan
perilaku. Salah satu instrumen yang efektif adalah pajak lingkungan,
termasuk landfill tax, yang memberikan sinyal harga untuk
mengurangi pembuangan limbah.

Urgensi Landfill Tax

Landfill tax merupakan instrumen kebijakan berbasis pasar yang
dirancang untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat
pembuangan akhir. Pajak ini dikenakan berdasarkan volume atau
berat limbah yang dibuang, sehingga meningkatkan biaya landfill dan
mendorong alternatif pengelolaan yang lebih berkelanjutan
(European Environment Agency (EEA), 2023; OECD, 2023).
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Pendahuluan

Makalah ini membahas bagaimana penerapan pajak lingkungan dapat
menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam menginternalisasi
eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan pestisida dan
pupuk kimia yang berlebihan dalam sektor pertanian. Penggunaan
bahan kimia pertanian ini tidak hanya menimbulkan dampak lokal,
tetapi juga memiliki konsekuensi transnasional yang signifikan
terhadap ekosistem global. Adopsi pestisida secara global mencapai
3,7 juta ton pada tahun 2023, yang secara signifikan berkontribusi
pada penurunan keanekaragaman hayati dan degradasi fungsi
ekosistem, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi petani dan
masyarakat umum (Mohring et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan
kajian mendalam mengenai mekanisme pajak lingkungan sebagai
solusi mitigasi, terutama mengingat bahwa penggunaan pestisida
seringkali meningkat seiring dengan pembangunan ekonomi.
Meskipun demikian, kebijakan pertanian dari tahun 1960 hingga 2022
menunjukkan upaya global untuk mengimplementasikan kebijakan
agri-lingkungan guna mengatasi permasalahan ini (Wuepper et al,
2024). Namun, tren peningkatan toksisitas pestisida yang diterapkan
secara global mengindikasikan bahwa target pengurangan risiko
pestisida sebesar 50% pada tahun 2030 oleh Konferensi
Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa masih
membutuhkan tindakan substantif, termasuk pergeseran ke pestisida
yang kurang toksik dan peningkatan adopsi pertanian organik
(Wolfram et al., 2026).

Dampak transboundary dari penggunaan pestisida, seperti
penyebaran melalui aliran air permukaan dan tanah, dispersi
atmosfer, serta migrasi satwa liar, memperumit masalah dan
memerlukan pendekatan regulasi yang terkoordinasi secara
internasional (Tang et al., 2025). Meskipun demikian, fokus terhadap
peningkatan hasil panen dalam intensifikasi pertanian modern
seringkali mengabaikan biaya tersembunyi dari sistem pangan,
termasuk kontribusi pertanian terhadap emisi gas rumah kaca global
dan kerusakan fungsi ekosistem (Beillouin et al., 2025).
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Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis
efektivitas pajak lingkungan sebagai alat untuk mempromosikan
praktik pertanian berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang
terkait dengan penggunaan bahan kimia pertanian. Secara spesifik,
makalah ini akan mengeksplorasi potensi pajak lingkungan untuk
mendorong adopsi praktik pertanian ramah lingkungan.

Kerangka Teoritis Pajak Lingkungan Dalam Sektor

Pertanian

Kerangka teoritis pajak lingkungan dalam sektor pertanian sebagai

berikut.

1. Konsep Pajak Lingkungan Dan Pajak Pigouvian
Pajak Pigouvian secara khusus dirancang untuk menginternalisasi
biaya eksternalitas negatif, seperti dampak lingkungan dari
aktivitas ekonomi, sehingga mendorong produsen untuk
mempertimbangkan biaya sosial penuh dari produksi mereka
(Bjertnaes, 2023). Pendekatan ini bertujuan agar harga pasar
mencerminkan "biaya tersembunyi" dari dampak lingkungan dan
sosial yang seringkali tidak terlihat dalam mekanisme pasar
konvensional. Pajak lingkungan, yang telah diterapkan selama
beberapa dekade di negara-negara maju, kini mulai diadopsi oleh
negara-negara berkembang sebagai instrumen reformasi untuk
mencapai produksi yang lebih bersih dan pembangunan
berkelanjutan (Tan et al., 2021).

Mekanisme pajak ini mendorong alokasi sumber daya yang
lebih efisien karena pelaku ekonomi dihadapkan pada harga yang
merefleksikan seluruh biaya sosial dari kegiatan produksi mereka,
termasuk biaya lingkungan. Penggunaan pajak lingkungan ini,
sebagai instrumen ekonomi, bertujuan untuk mengoptimalkan
alokasi sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
Penerapan tarif pajak yang adil dan transparan menjadi krusial
untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah, karena keadilan dalam struktur
pajak dapat memotivasi kepatuhan sukarela.
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2. Prinsip Polluter Pays Principle

Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan
pencemaran lingkungan bertanggung jawab penuh atas biaya yang
timbul dari pencemaran tersebut, baik dalam bentuk pencegahan,
mitigasi, maupun perbaikan kerusakan lingkungan. Penerapan
prinsip ini dapat terwujud melalui berbagai mekanisme, termasuk
pengenaan pajak lingkungan atau regulasi yang mewajibkan
internalisasi biaya eksternalitas (van Noordwijk et al, 2023).
Implementasi prinsip ini juga dapat memengaruhi struktur pasar,
di mana perusahaan yang efisien dalam mengelola emisi dapat
mengalami keuntungan kompetitif, sementara perusahaan dengan
tingkat polusi tinggi mungkin menghadapi tekanan biaya yang
lebih besar . Sebagai contoh, dalam konteks program biodiesel di
Indonesia, prinsip pencemar membayar dapat dimanfaatkan untuk
menginternalisasi biaya lingkungan dari penggunaan bahan bakar
tersebut melalui penetapan pajak karbon (Halimatussadiah et al,,
2021). Selain itu, prinsip ini mendorong entitas bisnis untuk
mengadopsi praktik produksi yang lebih bersih dan berkelanjutan,
sejalan dengan konsep akuntansi manajemen lingkungan yang
memungkinkan identifikasi dan alokasi biaya lingkungan secara
akurat guna mencapai efisiensi operasional.

Pajak karbon merupakan salah satu bentuk implementasi
prinsip pencemar membayar yang secara efektif dapat mengurangi
emisi gas rumah kaca, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan
Swedia dalam menurunkan emisi sebesar 35% pada tahun 2020
setelah menerapkan pajak karbon (Kamandika & Dhakal, 2023).
Mekanisme ini memberikan nilai moneter pada emisi karbon,
mendorong entitas untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersih
dan memodifikasi perilaku produksi demi keberlanjutan. Meski
demikian, implementasi pajak karbon perlu diimbangi dengan
strategi redistribusi dan dukungan yang ditargetkan untuk
mengurangi dampak regresif pada komunitas dan industri yang
rentan, seperti sektor pertanian yang sangat bergantung pada
bahan bakar fosil (Mengesha & Roy, 2025). Penerapan pajak
karbon yang tidak komprehensif, dengan pengecualian sektor-
sektor besar yang berkontribusi signifikan terhadap emisi, dapat
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Pendahuluan

Dalam era pembangunan modern, orientasi kebijakan fiskal tidak lagi
hanya diarahkan pada upaya menghimpun penerimaan negara, tetapi
juga increasingly digunakan sebagai instrumen untuk mendorong
perubahan perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab terhadap
lingkungan. Pajak lingkungan muncul sebagai salah satu bentuk
intervensi fiskal yang dirancang untuk mengoreksi dampak negatif
aktivitas ekonomi, terutama pencemaran, emisi, dan eksploitasi
sumber daya alam yang berlebihan. Dalam kerangka Perserikatan
Bangsa-Bangsa, pajak lingkungan (terutama pajak karbon) dipandang
semakin penting bagi negara berkembang karena dapat sekaligus
mendukung mobilisasi penerimaan dan komitmen terhadap
perubahan iklim serta pembangunan berkelanjutan (United Nations,
2024).

Secara teoritis, pajak lingkungan bekerja dengan menempatkan
beban biaya pada aktivitas yang menimbulkan dampak lingkungan,
sehingga pelaku usaha dan masyarakat memperoleh sinyal ekonomi
untuk mengurangi pencemaran, meningkatkan efisiensi energi, dan
beralih pada praktik yang lebih ramah lingkungan. Eurostat
menegaskan bahwa instrumen pajak lingkungan merupakan bagian
dari kebijakan berbasis insentif yang digunakan untuk mencapai
tujuan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan
demikian, pajak lingkungan tidak hanya memiliki fungsi budgeter,
tetapi juga fungsi regulerend yang kuat (European Commission,
2024).

Keterkaitan  pajak lingkungan dengan  pembangunan
berkelanjutan menjadi semakin relevan karena agenda pembangunan
saat ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,
perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Dokumen PBB tentang
pajak karbon untuk negara berkembang menyebut bahwa pajak
lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs) serta komitmen iklim nasional.
Di tingkat kebijakan pembangunan nasional, Bappenas juga
menempatkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka
penting dalam penyusunan rencana aksi pembangunan Indonesia
(United Nations, 2024; Bappenas, 2020).
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Dalam konteks Indonesia, isu pajak lingkungan menjadi sangat
strategis karena pembangunan ekonomi masih menghadapi
tantangan berupa tekanan terhadap kualitas lingkungan, emisi,
ketergantungan pada energi fosil, dan kebutuhan pembiayaan transisi
menuju ekonomi hijau. Kerangka pembangunan berkelanjutan yang
disusun Bappenas menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan
nasional perlu dihubungkan dengan sasaran lingkungan, sosial, dan
ekonomi secara terpadu. Oleh karena itu, instrumen fiskal seperti
pajak lingkungan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya
mendukung transformasi menuju pembangunan yang lebih
berkelanjutan (Bappenas, 2020).

Namun demikian, implementasi pajak lingkungan tidak selalu
mudah. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan berupa
keterbatasan kapasitas administrasi, resistensi politik, risiko beban
biaya bagi rumah tangga dan dunia usaha, serta perlunya desain
kebijakan yang adil agar instrumen fiskal hijau tidak menimbulkan
ketimpangan baru. Karena itu, kebijakan pajak lingkungan harus
dirancang secara hati-hati agar mampu menyeimbangkan tiga tujuan
utama, yaitu efektivitas lingkungan, keberlanjutan fiskal, dan
penerimaan sosial (United Nations, 2024).

Bab ini akan membahas konsep dasar pajak lingkungan, dasar
hukum dan pendekatan kebijakannya, jenis-jenis instrumen yang
relevan, keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan,
tantangan implementasi, serta strategi penguatan kebijakan agar
pajak lingkungan dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen
transformasi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Secara
konseptual, arah pembahasan ini sejalan dengan pandangan PBB,
Eurostat, dan kerangka pembangunan nasional Indonesia yang
menempatkan kebijakan fiskal hijau sebagai bagian dari strategi
pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2024; European
Commission, 2024; Bappenas, 2020).

Landasan Konseptual dan Dasar Hukum

Secara konseptual, pajak lingkungan merupakan instrumen fiskal
yang dikenakan atas basis pajak yang memiliki dampak negatif
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terhadap lingkungan, baik berupa emisi, konsumsi energi,
penggunaan sumber daya alam, maupun aktivitas lain yang
menimbulkan tekanan ekologis. Dalam pendekatan OECD, pajak
lingkungan dipahami berdasarkan basis pengenaannya, bukan
semata-mata nama hukumnya, sehingga suatu pungutan dapat
dikategorikan sebagai pajak terkait lingkungan apabila objeknya
terbukti relevan secara ekologis (OECD, 2023).

Dalam perspektif ekonomi lingkungan, dasar pemikiran pajak
lingkungan bertumpu pada gagasan internalisasi eksternalitas, yaitu
memasukkan biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan ke dalam
keputusan ekonomi pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian,
pajak lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan
negara, tetapi juga sebagai alat koreksi pasar agar aktivitas ekonomi
lebih efisien dan lebih ramah lingkungan (OECD, 2001; OECD, 2006).

Pajak lingkungan juga erat kaitannya dengan prinsip polluter pays
principle, yaitu bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran atau
kerusakan lingkungan seharusnya menanggung biaya atas dampak
yang ditimbulkannya. Prinsip ini menjadi landasan penting karena
tanpa intervensi fiskal, biaya lingkungan sering kali tidak tercermin
dalam harga pasar dan akhirnya ditanggung masyarakat secara luas
(OECD, 2001; OECD, 2023).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pajak lingkungan
dipandang sebagai instrumen yang mampu menghubungkan tujuan
fiskal dengan tujuan lingkungan. United Nations Handbook on Carbon
taxation for Developing Countries menegaskan bahwa pajak
lingkungan, khususnya pajak karbon, dapat mendukung mobilisasi
penerimaan sekaligus membantu negara berkembang mencapai
target mitigasi perubahan iklim dan transformasi menuju ekonomi
yang lebih hijau (United Nations, 2024).

Dari sisi hukum nasional, landasan penting pajak lingkungan di
Indonesia saat ini terlihat paling jelas dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Dalam undang-undang tersebut, Pasal 13 mengatur mengenai pajak
karbon sebagai bagian dari instrumen perpajakan nasional yang
diarahkan untuk mengendalikan emisi karbon yang berdampak
negatif terhadap lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2021).
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Pendahuluan

Dalam praktik kebijakan publik, keberhasilan pajak lingkungan tidak
ditentukan hanya oleh desain tarif dan dasar hukumnya, tetapi
terutama oleh mekanisme pemungutan dan pengawasan yang mampu
memastikan kepatuhan, akurasi perhitungan, serta tercapainya tujuan
lingkungan (United Nations, 2024). Hal ini menjadi semakin penting
karena pajak lingkungan (khususnya pajak karbon) memerlukan
fondasi data yang kuat, tata kelola yang transparan, serta sistem
verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah under-
reporting, manipulasi, dan kebocoran penerimaan (United Nations,
2024).

Secara konseptual, pajak lingkungan dikenakan pada basis yang
berkaitan dengan tekanan lingkungan, seperti emisi, konsumsi energi,
polusi, atau pemanfaatan sumber daya, sehingga implementasinya
menuntut pengukuran yang lebih “teknis” dibanding pajak
konvensional (OECD, 2023). Karena basis pajaknya sering berupa
satuan fisik (atau proksi yang dapat dipertanggungjawabkan), maka
pemungutan pajak lingkungan membutuhkan rantai administrasi
yang jelas: mulai dari penetapan objek dan subjek, penentuan metode
pengukuran, pelaporan, penilaian kewajiban, pembayaran, hingga
audit dan penegakan (OECD, 2023).

Dalam konteks Indonesia, payung hukum pajak karbon telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menegaskan bahwa pajak
karbon dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi
lingkungan hidup serta pelaksanaannya memperhatikan peta jalan
pajak/pasar karbon (Republik Indonesia, 2021). Di saat yang sama,
Indonesia juga mengembangkan kerangka Nilai Ekonomi Karbon
(NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang
menjadi landasan penting bagi mekanisme ekonomi iklim termasuk
perdagangan karbon dan kebutuhan sistem pengukuran-pelaporan-
verifikasi yang kuat (Republik Indonesia, 2021).

Aspek yang krusial dari pemungutan dan pengawasan pajak
lingkungan adalah ketersediaan sistem registri dan data yang
terintegrasi untuk menghindari penghitungan ganda, meningkatkan
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transparansi, serta memastikan konsistensi antara pelaporan pelaku
usaha dan catatan pemerintah (OECD, 2023). Dalam ranah
pengendalian perubahan iklim, penguatan tata kelola data di
Indonesia tercermin pada pengaturan Sistem Registri Nasional
Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang diatur melalui Permen
LHK No. 12 Tahun 2024, yang menegaskan SRN PPI sebagai sistem
pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web untuk
pengendalian perubahan iklim (Kementerian LHK, 2024).

Selain itu, pengawasan pajak lingkungan juga menuntut
pendekatan kepatuhan modern yang berbasis risiko (risk-based
compliance) dan didukung kemampuan audit yang relevan dengan
karakter objek pajak yang bersifat teknis (OECD, 2025).

Tanpa pengawasan yang kredibel misalnya audit berbasis data,
pengujian konsistensi pelaporan, dan verifikasi pihak ketiga dalam
konteks tertentu, pajak lingkungan berisiko menjadi kebijakan “di atas
kertas” yang lemah daya ubahnya serta tidak optimal secara
penerimaan. (United Nations, 2024; OECD, 2025).

Bab ini membahas mekanisme pemungutan dan pengawasan
pajak lingkungan secara komprehensif, meliputi kerangka
administrasi pemungutan, penguatan basis data dan registri, sistem
pelaporan dan verifikasi, model pengawasan kepatuhan, serta
tantangan implementasi dan arah perbaikannya dalam konteks
Indonesia (Republik Indonesia, 2021; Kementerian LHK, 2024; OECD,
2025).

Landasan Konseptual dan Dasar Hukum

Secara konseptual, mekanisme pemungutan pajak lingkungan
bertumpu pada prinsip bahwa basis pajak harus terkait langsung
dengan tekanan lingkungan yang terukur, seperti konsumsi energi,
emisi, polusi, atau pemanfaatan sumber daya (OECD, 2023).

OECD menekankan bahwa pengelompokan pajak terkait
lingkungan didasarkan pada basis pengenaan (misalnya satuan fisik
atau proksi yang relevan), sehingga administrasi pemungutannya
menuntut definisi objek yang tegas dan data yang dapat diverifikasi.
(OECD, 2023).
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Dalam praktiknya, pajak lingkungan (terutama pajak karbon)
memerlukan measurement, reporting, and verification (MRV) agar
besaran kewajiban pajak dihitung secara akurat dan konsisten.
(United Nations, 2024).

Karena MRV bersifat teknis, pengawasan kepatuhan pajak
lingkungan juga perlu pendekatan manajemen risiko dan audit
berbasis data, bukan sekadar pemeriksaan administratif
konvensional. (OECD, 2025).

Dari sisi hukum nasional, dasar utama pajak lingkungan dalam
kerangka perpajakan Indonesia saat ini tampak pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP) yang memuat pengaturan mengenai pajak karbon. (Republik
Indonesia, 2021).

UU HPP menegaskan bahwa kebijakan pajak karbon menjadi
bagian dari kebijakan strategis perpajakan, sehingga mekanisme
pemungutan dan pengawasannya harus dirancang sebagai bagian dari
sistem administrasi perpajakan yang kredibel dan dapat ditegakkan.
(Republik Indonesia, 2021).

Selanjutnya, landasan kebijakan yang menopang ekosistem
instrumen ekonomi lingkungan di Indonesia diperkuat oleh Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target NDC dan
pengendalian emisi GRK. (Republik Indonesia, 2021).

Perpres NEK ini penting untuk Bab 3 karena menunjukkan bahwa
pemungutan/pengawasan pajak lingkungan akan beririsan dengan
tata kelola unit karbon, pelaporan emisi, serta mekanisme ekonomi
lain (misalnya perdagangan karbon) yang membutuhkan sistem
pencatatan yang rapi. (Republik Indonesia, 2021).

Pada aspek registrasi dan data, landasan penting lainnya adalah
Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024 yang mendefinisikan
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)
sebagai sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis
web. (Kementerian LHK, 2024).

Keberadaan SRN PPI memperkuat prasyarat tata kelola data yang
dibutuhkan untuk Kkebijakan berbasis emisi, karena mekanisme
pemungutan maupun pengawasan akan lebih efektif bila ada sistem
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Pengertian Tata Kelola Bertingkat

Tata Kelola bertingkat adalah sebuah model koordinasi di mana
otoritas pembuatan kebijakan dan pelaksanaan urusan publik tidak
lagi dimonopoli oleh satu otoritas tunggal (Pemerintah Pusat),
melainkan tersebar di berbagai level pemerintahan. Hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah merupakan diskursus fundamental
dalam studi administrasi publik dan ilmu politik. Konsep Tata Kelola
Bertingkat (Multi-Level Governance/MLG) muncul sebagai respons
terhadap kegagalan model hierarki tradisional yang kaku (Hooghe &
Marks, 2003: 23). Di Indonesia, transformasi dari sistem sentralistik
era Orde Baru menuju desentralisasi pasca-Reformasi menciptakan
pergeseran besar dalam distribusi kekuasaan (Prasojo, 2024: 45).

Efektivitas pembangunan nasional tidak lagi bergantung hanya
pada instruksi satu arah dari pusat, melainkan pada sinergi,
kolaborasi, dan pembagian kewenangan yang jelas antar-level
pemerintahan. Krisis iklim global dan degradasi kualitas lingkungan
hidup telah menempatkan isu ekologis sebagai prioritas utama dalam
agenda politik internasional maupun domestik. Dalam upaya
memitigasi eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi, instrumen
fiskal berupa Pajak Lingkungan (Environmental Tax) muncul sebagai
solusi strategis. Di Indonesia, implementasi pajak ini tidak hanya
berkaitan dengan aspek teknis perpajakan, tetapi juga menyentuh
kerangka fundamental pembagian kekuasaan antara pemerintah
pusat dan daerah (Kurniawan & Astuti, 2022: 112).

Konsep Tata Kelola Bertingkat (Multi-Level Governance/MLG)
menjadi sangat relevan karena urusan lingkungan hidup bersifat
lintas batas (transboundary). Polusi udara di satu kota dapat
berdampak pada provinsi tetangga, sementara kebijakan
dekarbonisasi nasional sangat bergantung pada tindakan nyata di
tingkat lokal. Oleh karena itu, pajak lingkungan tidak dapat dikelola
secara terisolasi oleh satu level pemerintahan saja (Labolo &
Indrayana, 2020: 89).

Secara tradisional, kewenangan perpajakan sering kali bersifat
sentralistik untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, dalam
konteks lingkungan, pemerintah daerah memiliki kedekatan geografis

Bahmid I Magi

311



Tata Kelola Bertingkat: Kewenangan Pusat Dan Daerah

dan informasi yang lebih akurat mengenai dampak kerusakan
lingkungan di wilayahnya. Hal ini menimbulkan tantangan koordinasi
harus dibangun antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnnya
Sejauh mana pemerintah pusat memberikan ruang pengambilan pajak
atau retribusi lingkungan, pembagian hasil (revenue sharing)
dilakukan agar tercipta keadilan fiskal antara pusat dan daerah,
sinkronisasi regulasi agar pajak lingkungan tidak justru membebani
dunia usaha secara ganda (double taxation) (Sadu, 2023: 156).

Desentralisasi Fiskal Generasi Kedua

Teori Multi-Level Governance (MLG) dalam perspektif fiskal

lingkungan memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana

otoritas pajak dan tanggung jawab ekologis didistribusikan di

berbagai level pemerintahan. Dalam konteks ini, MLG bukan sekadar

pembagian administratif, melainkan sistem koordinasi yang kompleks
untuk mengatasi eksternalitas lingkungan.

Perspektif MLG dalam fiskal lingkungan berakar pada teori
desentralisasi fiskal generasi kedua. Teori ini menyatakan bahwa
pemerintah daerah memiliki insentif yang lebih baik untuk mengelola
sumber daya alam dan memungut pajak lingkungan karena mereka
paling terpapar dampak polusi (Oates, 2005: 350). Dalam MLG, pajak
lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk mendapatkan deviden.
Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Memperbaiki kualitas lingkungan dengan memberikan disinsentif
pada polutan (Prinsip Polluter Pays). Poin pertama berfokus pada
fungsi disinsentif. Secara ekonomi, polusi dianggap sebagai
"eksternalitas negative” biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas
industri tetapi tidak dibayar oleh pelaku industri tersebut,
melainkan ditanggung oleh masyarakat (dalam bentuk kerusakan
kesehatan atau alam). Dengan menerapkan pajak lingkungan,
pemerintah memaksa polutan untuk membayar biaya kerusakan
tersebut. Hal ini menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan
untuk beralih pada teknologi yang lebih bersih (green technology)
guna menghindari pajak yang tinggi. Prinsip ini memastikan bahwa
pihak yang merusak lingkunganlah yang bertanggung jawab secara
finansial atas pemulihannya (Asshiddiqie, 2021: 204).
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Meningkatkan efisiensi sistem pajak dengan menggunakan
pendapatan pajak lingkungan untuk mengurangi pajak lain yang
mendistorsi ekonomi (seperti pajak penghasilan atau tenaga
kerja). Poin kedua berfokus pada efisiensi sistem pajak. Seringkali,
pajak tradisional (seperti pajak penghasilan atau pajak badan)
dianggap mendistorsi ekonomi karena dapat menurunkan gairah
kerja atau investasi. Pendapatan yang diperoleh dari pajak
lingkungan tidak hanya disimpan, tetapi digunakan kembali untuk
menurunkan tarif pajak lainnya yang menghambat pertumbuhan
ekonomi (misalnya memotong pajak tenaga kerja atau
memberikan subsidi hijau). Dengan demikian, sistem pajak secara
keseluruhan menjadi lebih efisien. Pemerintah mendapatkan
pendapatan dari hal-hal yang seperti polusi untuk mengurangi
beban pada hal-hal yang baik (lapangan kerja dan produktivitas),
sehingga tercipta keseimbangan ekonomi yang lebih berkelanjutan
(Asshiddiqie, 2021: 204).

Prinsip Subsidiaritas dalam Pajak Lingkungan

Prinsip Subsidiaritas dalam Pajak Lingkungan menetapkan bahwa
pajak lingkungan harus dipungut oleh tingkat pemerintahan yang
paling sesuai dengan cakupan dampak kerusakannya (Bermann,
1994: 335). Hal ini menjadi terjadi karena ada beberapa problem:

1.

Level Global/Nasional: Pajak Karbon ($C0_2$) atau pajak bahan
bakar, karena dampaknya bersifat sistemik dan lintas batas
nasional.
Level Regional (Provinsi): Pajak air permukaan atau pajak
kendaraan bermotor (emisi), karena polusi udara dan air
cenderung berdampak pada wilayah yang lebih luas dari satu kota.
Level Lokal (Kabupaten/Kota): Pajak persampahan atau retribusi
limbah domestik, karena layanan pembersihan dan dampaknya
dirasakan langsung di tingkat komunitas (Kurniawan & Astuti,
2022:130).

Berikut ini adalah tabel penjelasan terkait dengan pembagian

kewenganan berdasarkan pada prinsip MLG pada penentuan Pajak
Lingkungan Hidup
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Pendahuluan

Reformasi fiskal ekologis (Ecological Tax Reform/ETR) merupakan
pendekatan kebijakan yang menata ulang struktur perpajakan dan
instrumen fiskal agar lebih selaras dengan tujuan perlindungan
lingkungan dan  pembangunan  berkelanjutan.  (European
Environment Agency, 2012). Gagasan utamanya dikenal luas sebagai
prinsip “tax bads, not goods”, yaitu meningkatkan pajak atas aktivitas
atau konsumsi yang merusak lingkungan sekaligus menurunkan
beban pajak pada aktivitas yang diinginkan seperti tenaga kerja dan
investasi. (Ecologic Institute, 2011). Dalam literatur kebijakan, ETR
sering dikaitkan dengan konsep double dividend, yakni potensi
memperoleh dua manfaat sekaligus: perbaikan kualitas lingkungan
dan manfaat ekonomi melalui pergeseran beban pajak dari pajak
distorsif ke pajak lingkungan. (Hassan et al., 2020). Pendekatan ini
semakin relevan karena tantangan krisis iklim menuntut kebijakan
fiskal yang bukan hanya menghimpun penerimaan, tetapi juga
mengubah insentif ekonomi, mempercepat transisi energi, dan
memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. (International
Monetary Fund, 2023).

Secara praktik, ETR mencakup kombinasi instrumen seperti
pajak karbon, cukai energi, pajak transportasi dan emisi, pungutan
limbah, serta pajak atas pemanfaatan sumber daya, yang disertai
kebijakan revenue recycling untuk menjaga keadilan sosial dan
dukungan politik. (OECD, n.d.; International Monetary Fund, 2019).
IMF menekankan bahwa pilihan penggunaan penerimaan dari pajak
karbon misalnya untuk menurunkan pajak lain, melindungi kelompok
rentan, membiayai investasi hijau, atau dibagikan kembali sebagai
dividen, menjadi kunci agar kebijakan efektif sekaligus dapat diterima
publik. (International Monetary Fund, 2019). Dalam konteks
Indonesia, diskursus reformasi fiskal ekologis tidak hanya muncul
pada wacana pajak karbon, tetapi juga berkembang melalui
pendekatan Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang menempatkan
kinerja lingkungan sebagai salah satu basis insentif alokasi anggaran
antarpemerintah (Kementerian Keuangan, 2021). EFT dipandang
sebagai strategi penataan insentif fiskal agar sejalan dengan agenda
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pembangunan berkelanjutan, terutama untuk mendorong pemerintah
daerah meningkatkan upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan
(EFT Indonesia, n.d.).

Bab ini membahas konsep ETR, tujuan dan desain kebijakannya,
instrumen utama yang digunakan, tantangan implementasi, serta arah
penguatan reformasi fiskal ekologis yang relevan untuk konteks
Indonesia (European Environment Agency, 2012; OECD, n.d,;
International Monetary Fund, 2023).

Landasan Konseptual dan Dasar Hukum

Secara konseptual, Reformasi Fiskal Ekologis (Ecological Tax
Reform/ETR) adalah strategi “menggeser” struktur penerimaan
negara dari pajak yang membebani aktivitas produktif (misalnya
tenaga kerja) ke pajak yang membebani aktivitas merusak lingkungan,
sehingga insentif ekonomi bergerak ke arah yang lebih hijau
(European Environment Agency, 2012). EEA menempatkan ETR
sebagai bagian dari kebijakan yang mendorong eco-innovation dan
perbaikan lingkungan, sekaligus menyoroti aspek distribusi (siapa
yang menanggung beban) sebagai komponen penting dalam
desainnya (European Environment Agency, 2012).

Kerangka teoritis ETR umumnya dijelaskan melalui prinsip “tax
bads, not goods” dan konsep double dividend, yaitu potensi
memperoleh manfaat lingkungan (penurunan polusi/emisi) sekaligus
manfaat ekonomi melalui pergeseran beban pajak dan/atau
penggunaan penerimaan pajak lingkungan untuk tujuan produktif
atau kompensasi sosial (International Monetary Fund, 2012; IMF,
2023).

IMF menegaskan bahwa kebijakan seperti carbon pricing dapat
menjadi instrumen yang cost-effective untuk menekan emisi sambil
menghasilkan penerimaan, tetapi implementasinya perlu desain
kebijakan pelengkap dan strategi penerimaan sosial karena sering
tidak populer (IMF, 2023). Dari sisi instrumen, ETR biasanya
dibangun melalui paket kebijakan yang mencakup pajak energi/pajak
karbon, pajak transportasi, pajak pencemaran, dan pajak sumber
daya, yang diklasifikasikan berdasarkan basis pengenaannya yang
relevan secara ekologis (OECD, 2023; European Commission, 2024).
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OECD menekankan bahwa pajak lingkungan berfungsi memberi
sinyal harga agar pelaku ekonomi mengurangi polusi dan emisi,
sekaligus dapat berkontribusi pada mobilisasi penerimaan dan tujuan
pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan (OECD, n.d.). Komponen
yang menentukan keberhasilan ETR adalah revenue recycling, yaitu
bagaimana penerimaan dari pajak lingkungan digunakan kembali,
misalnya untuk menurunkan pajak lain, memberi kompensasi bagi
kelompok rentan, atau membiayai investasi hijau (IMF, 2023; World
Bank, 2024). Dalam literatur kebijakan iklim, penggunaan
penerimaan yang jelas dan transparan membantu menjaga
keberterimaan politik dan memperkuat efektivitas kebijakan,
terutama pada fase awal transisi (IMF, 2023).

Dasar Hukum dan Arah Kebijakan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, “reformasi fiskal ekologis” dapat dibaca
sebagai penguatan instrumen fiskal dan transfer antarpemerintah
yang memberi insentif pada kinerja lingkungan, bukan hanya sebagai
pajak baru (Kementerian Keuangan, 2021). Artikel di Portal Fiskal
Kemenkeu membahas integrasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) dan
kompensasi jasa lingkungan sebagai salah satu instrumen pendanaan
inovatif lingkungan, merujuk pada kerangka Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup (Kementerian Keuangan, 2021). Secara kebijakan,
EFT menempatkan variabel ekologis sebagai basis insentif fiskal agar
daerah terdorong memperluas dan menjaga kawasan bernilai
ekologis, sehingga meringankan trade-off antara biaya ekonomi dan
konservasi (Kementerian Keuangan, 2021). Praktik-praktik EFT
berbasis kinerja juga didiskusikan dalam berbagai publikasi praktik
baik, yang menekankan pentingnya desain indikator, mekanisme
penyaluran, dan tata kelola agar insentif benar-benar efektif (TRI,
2024).

Dengan demikian, landasan konseptual ETR bertumpu pada
pergeseran beban pajak untuk menginternalisasi eksternalitas
lingkungan dan memanfaatkan penerimaan untuk tujuan ekonomi-
sosial yang memperkuat transisi, sedangkan dalam konteks Indonesia
landasan kebijakannya dapat dikaitkan dengan penguatan instrumen
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Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, pajak lingkungan semakin diakui
sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi untuk menghimpun
penerimaan negara, tetapi juga untuk mengarahkan perilaku ekonomi
yang lebih ramah lingkungan. OECD (2025) menekankan bahwa
kebijakan pajak harus seimbang, dengan memenuhi kebutuhan fiskal
dan mendorong pertumbuhan inklusif serta berkelanjutan. Pajak
berfungsi tidak hanya untuk mendanai negara, tetapi juga untuk
memengaruhi perilaku masyarakat dan pelaku usaha dalam mencapai
tujuan sosial, termasuk perlindungan lingkungan.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan kebijakan
yang dapat mendukung adopsi teknologi bersih dan perilaku ramah
lingkungan (World Bank, 2024). Pajak berperan ganda dalam hal ini:
sebagai disinsentif untuk aktivitas merusak lingkungan dan sebagai
insentif untuk pilihan ramah lingkungan melalui pengurangan biaya
adopsi teknologi hijau (World Bank, 2025).

Insentif pajak untuk perilaku ramah lingkungan berfungsi dengan
mengurangi beban fiskal pada pilihan seperti energi terbarukan,
kendaraan rendah emisi, dan teknologi hijau (Boubaker et al., 2024).
Insentif ini memberikan dorongan positif, berbeda dengan pajak yang
bersifat menghukum. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah
mengembangkan kebijakan fiskal untuk mendorong transisi hijau,
seperti insentif untuk kendaraan listrik dan energi terbarukan
(Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Namun, keberhasilan kebijakan ini
bergantung pada desain yang tepat dan kemampuan mengatasi
tantangan implementasi dan distribusi manfaat yang adil (Hakam et
al, 2024). Bab ini akan membahas peran insentif pajak dalam
mendorong perilaku ramah lingkungan, termasuk teori dasar pajak
lingkungan, mekanisme insentif fiskal, serta tantangan dan peluang
dalam penerapannya, dengan fokus pada keberlanjutan dan transisi
hijau.

Landasan Teoretis Instentif Pajak Dan Perilaku Ramah
Lingkungan
1. Pajak Lingkungan dan Instrumen Fiskal
Dalam literatur pajak lingkungan, instrumen fiskal pada dasarnya
diposisikan sebagai alat untuk mengoreksi kegagalan pasar yang
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timbul akibat eksternalitas lingkungan. OECD (2025) menjelaskan
bahwa Kkebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi untuk
menghimpun penerimaan negara, tetapi juga untuk memengaruhi
keputusan ekonomi agar sejalan dengan tujuan publik yang lebih
luas, termasuk keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, pajak
lingkungan mencakup desain fiskal yang tidak hanya mengenakan
beban pada aktivitas pencemar, tetapi juga mendorong aktivitas,
investasi, dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan.

Dari perspektif kebijakan, instrumen fiskal lingkungan dapat
dibedakan ke dalam dua logika dasar: pertama, disinsentif, yaitu
pengenaan beban fiskal untuk membuat aktivitas yang merusak
lingkungan menjadi lebih mahal; dan kedua, insentif, yaitu
pemberian fasilitas atau keringanan pajak untuk menurunkan
biaya adopsi perilaku atau teknologi yang dianggap lebih hijau
(World Bank, 2024). Dalam hal ini, insentif pajak dapat berfungsi
untuk mempercepat transisi menuju teknologi bersih, yang akan
mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan.

Posisi insentif pajak dalam rezim pajak lingkungan menjadi
semakin penting karena banyak negara tidak hanya mengandalkan
pajak atas polusi, tetapi juga mengombinasikannya dengan fasilitas
fiskal untuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan investasi hijau
(OECD, 2024). Sebagai contoh, lebih dari sepertiga insentif pajak
investasi yang dipetakan oleh OECD berkaitan dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan, termasuk insentif untuk energi
terbarukan, efisiensi energi, perlindungan kualitas lingkungan, dan
perbaikan hasil lingkungan (OECD, 2025).

Dengan demikian, insentif pajak tidak hanya berperan sebagai
instrumen untuk mengurangi biaya eksternal, tetapi juga untuk
menciptakan insentif bagi perilaku ramah lingkungan yang
sebelumnya belum dapat diterima secara ekonomi. Dengan
demikian, kebijakan pajak hijau menjadi salah satu bagian dari
rezim fiskal yang lebih luas dalam mendorong perubahan perilaku
menuju keberlanjutan.

. Insentif Pajak Sebagai Instrumen Perubahan Perilaku
Secara teoritis, insentif pajak bekerja melalui perubahan struktur
biaya yang dihadapi pelaku ekonomi. Ketika negara menurunkan
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beban fiskal atas aktivitas tertentu, keputusan konsumsi atau
investasi terhadap aktivitas tersebut menjadi lebih menarik. Dalam
kerangka ini, insentif pajak bukan sekadar fasilitas administratif,
tetapi instrumen yang dirancang untuk menggeser perilaku. OECD
(2024) menekankan bahwa insentif investasi bekerja dengan
mengurangi biaya modal atau meningkatkan tingkat pengembalian
setelah pajak, sehingga memengaruhi keputusan investasi
perusahaan. Bila logika ini diterapkan dalam konteks lingkungan,
maka insentif pajak ditujukan untuk menggeser keputusan menuju
teknologi, produk, atau praktik yang lebih ramah lingkungan.

Bukti empiris mendukung fungsi perilaku tersebut. Boubaker
et al. (2024) menunjukkan bahwa environmental tax incentives
meningkatkan corporate environmental engagement setelah
implementasi kebijakan yang mereka teliti. Temuan ini penting
karena memperlihatkan bahwa insentif pajak dapat memengaruhi
orientasi perusahaan terhadap isu lingkungan, bukan hanya posisi
finansialnya. Dalam arah yang sejalan, Qi (2023) menemukan
bahwa insentif pajak terkait investasi berinteraksi dengan regulasi
lingkungan dalam membentuk strategi penurunan emisi
perusahaan. Artinya, insentif fiskal dapat bekerja lebih kuat ketika
tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam ekosistem kebijakan
yang juga memuat tekanan regulatif.

Pada tingkat konsumen, efek perilaku insentif pajak juga
tampak dalam sektor kendaraan listrik dan efisiensi energi rumah
tangga. Studi Kresnanto (2024) menunjukkan bahwa subsidi pajak
pembelian dapat memoderasi niat penggunaan sepeda motor
listrik melalui variabel-variabel Theory of Planned Behavior, seperti
sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Sementara
itu, Buettner dan Madzharova (2023) menunjukkan bahwa rebate
untuk peralatan rumah tangga hemat energi dapat mempengaruhi
penjualan dan harga produk efisien energi. Kedua temuan ini
menunjukkan bahwa insentif fiskal bukan hanya mempengaruhi
kelayakan ekonomi, tetapi juga dapat berinteraksi dengan
preferensi, niat, dan persepsi konsumen.

Namun, teori perubahan perilaku melalui insentif pajak juga
mengandung batasan penting. Efektivitasnya sangat bergantung
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Pendahuluan

Di tengah lanskap bisnis yang bercirikan kompetisi agresif dan
ketidakpastian yang tinggi, sebuah gagasan inovatif hanyalah
prasyarat awal, bukan jaminan Upaya pengendalian perubahan iklim
tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data emisi yang akurat,
konsisten, dan dapat diverifikasi. Dalam kerangka komitmen global
setiap negara diwajibkan menyusun inventarisasi emisi gas rumah
kaca serta melaporkannya secara transparan sebagai bagian dari
mekanisme transparansi dan akuntabilitas internasional. Namun, di
balik kewajiban tersebut, terdapat tantangan administratif yang
kompleks dalam memastikan bahwa proses pengukuran dan
pelaporan emisi berjalan secara tepat dan kredibel.

Secara konseptual, pengukuran emisi tidak hanya merupakan
proses teknis, tetapi juga proses administratif yang melibatkan sistem
pencatatan, pengumpulan data, pengolahan, hingga pelaporan yang
terstruktur. Tantangan muncul ketika terdapat perbedaan metode
penghitungan, keterbatasan standar operasional, serta
ketidaksinkronan data antar sektor dan antar Lembaga, yang
berpotensi menurunkan konsistensi dan reliabilitas inventarisasi
emisi (Dirgan et al., 2024). Selain itu, karakteristik emisi yang bersifat
tidak kasat mata dan tersebar di berbagai aktivitas ekonomi menuntut
pendekatan pengawasan yang sistematis dan berbasis teknologi.

Permasalahan semakin diperparah oleh keterbatasan kapasitas
institusional, lemahnya digitalisasi pelaporan, serta belum optimalnya
mekanisme verifikasi dan audit lingkungan, sehingga data yang
dihasilkan berisiko tidak akurat dan tidak konsisten dari waktu ke
waktu (Tyas, 2026). Kondisi ini dapat memengaruhi kredibilitas
kebijakan lingkungan, terutama ketika data emisi dijadikan dasar
penetapan instrumen ekonomi seperti pajak karbon atau
perdagangan emisi.

Dalam Bab ini akan menguraikan secara komprehensif berbagai
hambatan administratif yang dihadapi dalam proses pengukuran dan
pelaporan emisi, sekaligus menyoroti urgensi reformasi sistem
administrasi lingkungan guna mendukung efektivitas kebijakan
pengendalian perubahan iklim secara berkelanjutan
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Konsep Dasar Administrasi Pengelolaan Emisi

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, emisi mencakup pelepasan
zat pencemar ke udara seperti gas rumah kaca, partikel debu, dan
senyawa kimia lain yang berpotensi menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu,
administrasi pengelolaan emisi tidak hanya berkaitan dengan aspek
teknis pengukuran, tetapi juga mencakup sistem tata kelola yang
memastikan seluruh proses berlangsung secara terstruktur,
terdokumentasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara
konseptual, administrasi lingkungan menekankan pentingnya sistem
pencatatan (record keeping) yang akurat dan berkelanjutan terhadap
setiap aktivitas yang berpotensi menghasilkan emisi, seperti proses
produksi, penggunaan bahan bakar, atau operasional mesin.
Pencatatan yang sistematis menjadi dasar dalam menghitung jumlah
emisi serta menentukan langkah pengendalian yang tepat (Tyas,
2026).

Selain pencatatan, dokumentasi merupakan elemen penting
dalam administrasi pengelolaan emisi. Dokumentasi mencakup
prosedur operasional standar (SOP), laporan hasil pemantauan, hasil
uji laboratorium, hingga bukti pemeliharaan peralatan pengendali
emisi (Sutanto et al., 2020). Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya
berfungsi sebagai arsip internal, tetapi juga sebagai bukti kepatuhan
terhadap regulasi ketika dilakukan audit atau pemeriksaan oleh
otoritas yang berwenang. Di samping itu, pelaporan (reporting)
menjadi komponen utama lainnya dalam administrasi pengelolaan
emisi karena organisasi wajib menyampaikan laporan emisi secara
berkala kepada instansi terkait. Pelaporan yang transparan dan tepat
waktu mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip
akuntabilitas dan tanggung jawab lingkungan serta mendukung
pengambilan keputusan berbasis data.

Administrasi pengelolaan emisi juga memerlukan sistem
pengendalian internal yang efektif, seperti pembagian tugas dan
tanggung jawab yang jelas, mekanisme verifikasi data, serta evaluasi
berkala terhadap kinerja pengelolaan emisi. Sistem pengendalian ini
bertujuan untuk meminimalkan risiko Kkesalahan pencatatan,
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manipulasi data, maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi
lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama
karena berkaitan langsung dengan aspek hukum, tata kelola, dan
kepercayaan publik (Dreksi et al, 2025). Dengan demikian,
administrasi pengelolaan emisi merupakan sistem terpadu yang
menghubungkan aspek teknis pengukuran dengan tata kelola
organisasi melalui pencatatan sistematis, dokumentasi lengkap,
pelaporan transparan, serta pengendalian internal yang kuat agar
pengelolaan emisi dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan
berkelanjutan.

Kerangka Regulasi dan Standar Pelaporan Emisi
Pelaporan emisi merupakan komponen utama dalam tata kelola
lingkungan yang transparan dan akuntabel karena didukung oleh
kerangka regulasi dan standar pelaporan yang menjamin akurasi,
konsistensi, serta keterbandingan (comparability) data di tingkat
nasional maupun internasional (Marino et al, 2023). Kerangka
regulasi dan standar pelaporan emisi disusun untuk memastikan
bahwa data yang disampaikan oleh organisasi memiliki akurasi,
konsistensi, dan dapat dibandingkan (comparability) baik di tingkat
nasional maupun internasional. Standar ini juga menjadi dasar bagi
pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengendalian perubahan
iklim dan pencemaran udara.
1. Regulasi Nasional Pelaporan Emisi
Di tingkat nasional, kewajiban pelaporan emisi di Indonesia
berlandaskan pada kebijakan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini menegaskan kewajiban
setiap pelaku usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran
dan menyampaikan informasi lingkungan secara benar, akurat, dan
tepat waktu. Ketentuan ini diperkuat oleh berbagai regulasi
turunan seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri
terkait inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta pelaporan kinerja
lingkungan memperkuat kewajiban administratif organisasi.
Pemerintah juga mengembangkan sistem inventarisasi nasional
gas rumah kaca yang menjadi bagian dari komitmen Indonesia
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Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks seiring dengan
meningkatnya aktivitas ekonomi, industrialisasi, dan pemanfaatan
sumber daya alam. Berbagai kegiatan produksi dan konsumsi sering
kali menimbulkan dampak eksternal berupa pencemaran dan
kerusakan lingkungan yang berpotensi mengancam keberlanjutan
ekosistem serta kualitas hidup masyarakat. Untuk mengendalikan
dampak tersebut, pemerintah menerapkan berbagai instrumen
kebijakan, salah satunya melalui pajak lingkungan. Pajak lingkungan
merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk menginternalisasi
biaya lingkungan yang timbul dari aktivitas ekonomi sekaligus
mendorong pelaku ekonomi agar lebih bertanggung jawab terhadap
dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan mereka.

Keberhasilan penerapan pajak lingkungan sangat bergantung
pada efektivitas sistem penegakan hukum yang menyertainya.
Penegakan hukum berperan penting dalam mendorong kepatuhan
serta memastikan bahwa sanksi dapat diterapkan secara adil, tegas,
dan proporsional (Germani et al., 2017). Dalam praktiknya, berbagai
bentuk pelanggaran dapat terjadi, seperti ketidakpatuhan dalam
pelaporan emisi, penghindaran kewajiban pembayaran pajak,
manipulasi data lingkungan, maupun pengabaian kewajiban
administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko
ketidakpatuhan dalam sistem pajak lingkungan merupakan hal yang
nyata, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan, pemeriksaan,
serta sistem sanksi yang jelas untuk memastikan efektivitas kebijakan
tersebut.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai
konsep penegakan hukum dalam konteks pajak lingkungan serta
bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran
ketentuan yang berlaku. Setelah mempelajari bab ini, pembaca
diharapkan mampu memahami pentingnya penegakan hukum dalam
sistem pajak lingkungan, mengidentifikasi berbagai bentuk
pelanggaran terhadap ketentuan pajak lingkungan, serta menjelaskan
jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan
kepatuhan dan mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih
berkelanjutan.
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Konsep Dasar Penegakan Hukum Pajak Lingkungan
Penegakan hukum (low enforcement) pajak lingkungan merupakan
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk
menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan
yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup. Dalam konteks ini, pajak lingkungan tidak hanya dipahami
sebagai instrumen untuk menghimpun penerimaan negara atau
daerah, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal yang dirancang untuk
mengendalikan dampak eksternalitas negatif, seperti pencemaran,
emisi karbon, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Dengan kata lain, pajak lingkungan memiliki fungsi regulerend
mengatur perilaku pelaku ekonomi agar lebih ramah lingkungan
selain itu pajak juga berfungsi sebagai budgetair menghimpun dana
bagi pembiayaan program perlindungan lingkungan (Yoga, 2023).

Secara yuridis, penegakan hukum pajak lingkungan berlandaskan
pada sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan. Kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya
keterkaitan erat antara kebijakan lingkungan dan kebijakan fiskal
dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian,
penegakan hukum pajak lingkungan berada pada persimpangan
antara hukum pajak dan hukum lingkungan, sehingga memerlukan
pendekatan yang terintegrasi. Tujuan penegakan hukum pajak
lingkungan mencakup dua dimensi utama, yaitu preventif dan
represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi
peraturan, peningkatan literasi perpajakan, penguatan sistem
administrasi, serta pengawasan yang efektif untuk mencegah
terjadinya pelanggaran. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan
melalui penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap
pelanggaran yang terjadi, dengan tujuan menciptakan efek jera,
menjaga integritas sistem perpajakan, serta memberikan keadilan
bagi wajib pajak yang patuh (Ali & Aminah, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pajak lingkungan
harus berlandaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan,
dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa
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aturan yang diterapkan jelas, sanksi yang diberikan seimbang dengan
tingkat pelanggaran, serta kebijakan yang dijalankan mampu
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan Kkelestarian
lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum pajak lingkungan
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung
upaya perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

Landasan Hukum Pajak Lingkungan di Indoensia

Istilah pajak lingkungan di Indonesia tidak selalu disebut secara
eksplisit dalam setiap peraturan perundang-undangan. Namun
demikian, substansi dari pajak lingkungan telah terintegrasi dalam
berbagai kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas
ekonomi yang berdampak terhadap lingkungan, seperti penggunaan
sumber daya alam, emisi, limbah, serta kegiatan usaha tertentu yang
berpotensi menimbulkan pencemaran. Pendekatan ini menunjukkan
bahwa kebijakan fiskal di Indonesia telah mengakomodasi aspek
perlindungan lingkungan melalui mekanisme perpajakan yang
bertujuan mengendalikan dampak eksternalitas negatif dari aktivitas
ekonomi (Margono et al., 2022).

Secara konseptual, penerapan pajak lingkungan didasarkan pada
prinsip polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar.
Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak yang menimbulkan
pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya
yang timbul dari dampak aktivitasnya, baik dalam bentuk biaya
pemulihan, kompensasi, maupun pungutan yang bersifat fiskal.
Melalui mekanisme tersebut, biaya sosial yang sebelumnya tidak
diperhitungkan dalam proses produksi dapat diinternalisasikan ke
dalam struktur biaya ekonomi. Dengan demikian, pajak lingkungan
berfungsi sebagai instrumen korektif yang mendorong pelaku usaha
untuk mengurangi dampak pencemaran dan mengadopsi praktik
produksi yang lebih ramah lingkungan (Saputra, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum yang berkaitan
dengan penerapan pajak lingkungan tersebar dalam beberapa
regulasi utama. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
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memungut jenis pajak tertentu yang memiliki dimensi lingkungan,
seperti Pajak Air Tanah dan pungutan yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumber daya alam. Melalui kebijakan tersebut,
pemerintah daerah memiliki instrumen fiskal untuk mengendalikan
pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mendorong pengelolaan
lingkungan yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan
normatif utama dalam kebijakan lingkungan di Indonesia. Undang-
undang ini menegaskan prinsip tanggung jawab lingkungan, termasuk
penerapan prinsip polluter pays, yang secara konseptual sejalan
dengan pengenaan pajak atau pungutan terhadap aktivitas yang
menimbulkan dampak lingkungan. Prinsip tersebut memberikan
legitimasi bagi negara untuk mengenakan berbagai instrumen
ekonomi, termasuk  pajak lingkungan, sebagai  upaya
menginternalisasi biaya eksternalitas ke dalam sistem ekonomi.

Perkembangan terbaru dalam kebijakan fiskal lingkungan
tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-undang ini
memperkuat reformasi perpajakan nasional dengan memperkenalkan
instrumen fiskal yang lebih adaptif terhadap isu lingkungan global,
salah satunya melalui pengenalan pajak karbon. Pajak karbon
dirancang sebagai instrumen ekonomi yang bertujuan mengendalikan
emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi
rendah karbon. Dengan demikian, fungsi perpajakan tidak hanya
berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga berperan sebagai
instrumen pengaturan (regulerend) dalam mendukung agenda
pembangunan berkelanjutan (Margono et al., 2022).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, integrasi antara
kebijakan fiskal dan kebijakan lingkungan hidup menjadi sangat
penting. Pajak lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk
menyeimbangkan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu
pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Melalui penerapan pajak lingkungan, pemerintah dapat mendorong
perubahan perilaku pelaku ekonomi, meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya, serta menghasilkan penerimaan negara
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PAJAK
LINGKUNGAN

TEORI, KEBIJAKAN, DAN IMPLEMENTASI

Di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin

mengkhawatirkan, instrumen ekonomi seperti pajak lingkungan menjadi salah

satu senjata paling ampuh untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Buku "PAJAK LINGKUNGAN: Teori, Kebijakan, dan Implementasi" hadir

sebagai panduan komprehensif yang mengupas tuntas bagaimana instrumen

fiskal dapat digunakan untuk mengoreksi perilaku negatif terhadap

lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Buku ini terbagi

menjadi tiga bagian besar yang saling terintegrasi. Bagian pertama

menguraikan landasan teori ekonomi hijau, eksternalitas, dan prinsip polluter

pays principle (PPP) yang menjadi fondasi utama lahirnya pajak lingkungan.

Bagian kedua membahas kebijakan pajak lingkungan dalam perspektif

komparatif serta relevansinya dengan agenda pembangunan berkelanjutan

dan SDGs. Bagian ketiga menyoroti aspek implementasi teknis di lapangan,

menyoroti praktik  penerapan pajak  lingkungan  di Indonesia,

membandingkannya dengan pengalaman internasional, serta menguraikan

tantangan yang dihadapi, seperti resistensi pelaku usaha, keterbatasan

regulasi, dan kesadaran masyarakat. Lebih detail materi yang disajikan dalam

buku ini sebagai berikut:

1. Urgensi Pajak Lingkungan di Tengah Krisis Perubahan Iklim

2. Teori Eksternalitas: Dasar Ekonomi Pemajakan atas Pencemaran

3. Prinsip Polluter Pays Principle dalam Sistem Perpajakan

4 _l?ercliaa)ndingan Pajak Lingkungan vs. Perdagangan Karbon (Cap-and-
rade

5. Konsep Double Dividend

6. Jenis-Jenis Pajak Lingkungan

7. Desain Kebijakan Pajak Karbon: Objek, Subjek, dan Tarif

8. Pajak Energi dan Bahan Bakar Fosil

9. Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Emisi

10. Pajak Limbah Industri dan Polusi

1. Pajak Plastik dan Material Tidak Ramah Lingkungan

12. Pajak Pertambangan dan Ekstraksi Sumber Daya Alam

13. Pajak Air: Konservasi Sumber Daya Air dan Pengolahan Limbah Cair

14. Pajak Sampah (Landfill Tax) dan Manajemen Limbah Padat

15. Pajak Pestisida dan Pupuk Kimia dalam Sektor Pertanian

16. Pajak Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

17. Mekanisme Pemungutan dan Pengawasan Pajak Lingkungan

18. Tata Kelola Bertingkat: Kewenangan Pusat dan Daerah

19. Reformasi Fiskal Ekologis (Ecological Tax Reform)

20. Insentif Pajak untuk Perilaku Ramah Lingkungan ‘

21. Tantangan Administrasi: Pengukuran dan Pelaporan Emisi yang Akurat

22. Penegakan Hukum dan Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Pajak
Lingkungan .

ISBN 978-b34-7522-44-3

786347 522443

9




	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf
	bfaa64a79b559ce262462f614d11b30778627a0b429c3bd56f7b0d16a708eb40.pdf

